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Menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan
ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang
Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga,
perlu menetapkan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari
Tahun 2025-2029;

Mengingat o1

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Nomor 5216)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2024
Nomor 227, Tambahan Lembaran Nomor 6996);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi
dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 353);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana
Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-
2029 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 930);

8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
867);

9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 983);

10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025
tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Tahun 2025-2029;

11. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan Tahun 2025-2029;

12. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI. 1-063.PR.01.01 Tahun
2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025
2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
IMIGRASI SULAWESI TENGGARA NOMOR TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI KENDARI TAHUN
2025-2029.

KESATU . Menetapkan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari Tahun
2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA . Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari Tahun 2025-2029
menjadi dasar menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi, rencana kerja dan
anggaran dengan berlandaskan pada arah kebijakan strategis keimigrasian,
kerangka regulasi, kerangka pendanaan, serta target kinerja yang telah
ditetapkan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 22 Desember 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
SULAWESI TENGGARA,

@ KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

GANDA SAMOSIR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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LAMPIRAN

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Sulawesi Tenggara

Nomor : WIM.27-PR.01.01- 37 Tahun 2025

Tentang Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas | TPI
Kendari Tahun 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI KENDARI
TAHUN 2025-2029

BAB |
PENDAHULUAN
1.1. Kondisi Umum
1.1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh
kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan tujuan, sasaran, arah kebijakan
dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan,
dan program kerja selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023).
Renstra K/L mempedomani dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan
pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025
tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga,
Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah ditetapkan melalui
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang
Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029.
Sejalan dengan itu, Pedoman Penyusunan Renstra Satuan Kerja di lingkungan
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga telah diterbitkan melalui .... Pedoman
tersebut diharapkan dapat memberikan panduan dalam penyusunan dokumen Renstra
Satuan Kerja yang mampu mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan secara
terarah, terpadu, dan berkesinambungan, mulai dari tingkat pusat hingga satuan kerja
di daerah. Dengan demikian, setiap langkah perencanaan dan implementasi UPT
Imigrasi di wilayah dapat berjalan selaras dengan visi, misi, serta tujuan organisasi,
sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis secara menyeluruh.

Selanjutnya, menyusul penetapan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
tersebut, Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah ditetapkan melalui Keputusan
Direktur Jenderal Imigrasi Nomor [IMI.1-063.PR.01.01 TAHUN 2025 tanggal 18
November 2025, Kedua dokumen perencanaan ini menjadi acuan bagi Kanwil dan UPT
Imigrasi dalam menyusun Renstra Satuan Kerja masing-masing. Renstra ini juga
menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja
untuk periode 2025-2029, sebagaimana ditunjukkan dalam alur.
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Gambar 1.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan
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Gambar 1.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Salah satu aspek penting dalam penyusunan Renstra Satuan Kerja adalah
memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat
Jenderal Imigrasi serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,
sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Renstra UPT
Imigrasi secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Direktorat
Jenderal Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor
63 Tahun 2024, Imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan
hukum, pengamanan negara, serta memfasilitasi pembangunan kesejahteraan
masyarakat. Sebagai bagian dari Ditjen Imigrasi, setiap satuan kerja keimigrasian
wajib mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan
dalam Renstra Ditjen Imigrasi, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan
dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

Sekilas kembali pada penetapan perencanaan strategis periode sebelumnya, Renstra
Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024, memuat dua sasaran program keimigrasian,
yakni 1) terwujudnya penegakan hukum keimigrasian dan 2) meningkatnya
kualitas layanan keimigrasian. Pada periode tersebut, sasaran program dan
indikator kinerja utama Ditjen Imigrasi dijabarkan sebagai berikut. (Tabel 1.1):

Tabel 1.1 Sasaran dan IKU Renstra Perubahan
Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024

Sasaran Program dan Sasaran Program dan
Indikator Kinerja Program No. Indikator Kinerja Program
2020-2023 2024
SP2C 2 | Meningkatkan stabilitas | SPBF | Terwujudnya Penegakan
keamanan melalui 4 Hukum Keimigrasian

pencegahan, pengawasan dan
penindakan keimigrasian
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Sasaran Program dan Sasaran Program dan
Indikator Kinerja Program No. Indikator Kinerja Program
2020-2023 2024

Indikator: Indeks Indikator: Indeks Penegakan
Pengamanan Keimigrasian Hukum Keimigrasian

SP2C 1 | Meningkatkan kepuasan | SPBF | Meningkatnya Kualitas
masyarakat terhadap layanan 5 Layanan Keimigrasian
keimigrasian
Indikator: Indeks Kepuasan Indikator: Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap Layanan Masyarakat Layanan
Keimigrasian Keimigrasian

Sumber: Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian, Nomenklatur Program,
Sasaran Program berikut indikatornya pada Renstra 2025-2029 dilakukan
penyesuaian agar lebih terukur dan tepat sasaran serta mendukung optimalnya
capaian kinerja keimigrasian

1.1.2. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari sebagai Unit Pelaksana Teknis merupakan
perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai
pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Berlokasi di alamat JI. Jend. Ahmad Yani No.101, Bonggoeya, Kec. Wua-
Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93117, Kantor Imigrasi Kelas | TPI Kendari
memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah:

o Kota Kendari

o Kabupaten Kolaka

o Kabupaten Kolaka Utara

o Kabupaten Kolaka Timur

o Kabupaten Konawe

¢ Kabupaten Konawe Selatan

o Kabupaten Konawe Kepulauan
o Kabupaten Konawe Utara

e Kabupaten Bombana

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri
Kehakiman No: M.03-PR.03.02 Tahun 1984, dan mulai Operasional pada bulan
September 1986 dengan status Kantor Imigrasi Kelas Il kemudian dinaikan menjadi
Kantor Imigrasi Kelas Il berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No:M.03-
PR.07.04 Tahun 1991 tanggal 15 April 1991. 6 Dengan adanya perkembangan
Otonomi Daerah maka berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia No: M.05-PR.07.04 Tahun 2004 tanggal 19 Agustus 2004 Kantor Imigrasi
Kendari menjadi Kantor Imigrasi Kelas | Kendari. Dengan diterbitkannya Keputusan
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Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.H.H-02.GR.03.01 Tahun 2018 Tanggal 27
Desember 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Hukum dan
HAM Nomor M.HH-01.GR.02.01 Tahun 2014 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi,
Kantor Imigrasi Kelas | Kendari menjadi Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari.
Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan
salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan
akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti yang diharapkan oleh
seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas | TPI
Kendari dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan
Kolaboratif (berAKHLAK) serta PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern,
dan Akuntabel)) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kantor Imigrasi
Kelas | TPl Kendari, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal
Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan

keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib
mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud
pertanggungjawabannya,

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang
berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi
Tenggara berdasarkan Keputusan Keputusan Menteri Kehakiman No: M.03-PR.03.02
Tahun 1984. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Melakukan kegiatan administrasi, teknis, pemberian perizinan dan pengawasan
orang asing dibidang keimigrasian serta sebagai fasilitator ekonomi dalam
menyongsong Era perekonomian pasar global dalam rangka Asean Free Trade
area, sesuai dengan kebijaksaan yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manuasia Republik Indonesia petujuk Teknis oleh Direktur Jenderal Imigrasi
berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;

2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas | TPI Kendari sebagai
pelayanan masyarakat dan penegakan Hukum serta Fasilitator Ekonomi
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Pengamanan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari sesuai dengan kebijakan Menteri Hukum dan
Hak asasi Manusia Republik Indonesia dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk Teknis
Direktur Jenderal Imigrasi.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas | TPI

Kendari memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan

sebagai berikut:

a) Bagian Tata Usaha
a. Kepegawaian
Pada bagian ini telah berjalan sesuai tugas dan fungsinya antara lain :
¢ Pembinaan pegawai tentang disiplin kehadiran dengan menggunakan
absensi secara elektronik.
e Pengusulan kenaikan pangkat dan KGB
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b)
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b. Keuangan
Dibidang keuangan secara rutin telah melaksanakan tugas-tugas Yaitu :
e Pembuatan laporan realisasi Pengguna Anggaran dan Penerimaan
PNBP
e Pengajuan Revisi RKAKL
o Pemanfaatan Anggaran sesuai prioritas dan pengawasan terhadap
bendahara
c. Umum
pada urusan umum dilaksanakan antara lain :
e Pemeliharaan barang milik negara
e Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Negara
e Pemeliharaan Kendaraan Dinas
¢ Pengusulan Penghapusan Barang Milik Negara yang rusak

Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian (Tikim) dengan tugas dan fungsi:

a. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian melaksanakan
tugas selain memberikan Informasi tentang keimigraasian dan menata
kearsipan;

b. Melaksanakan Digitalisasi juga telah memusnakan Arsip.

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (Lantaskim) dengan tugas dan fungsi :

a. Seksi lantaskim mengupayakan melaksanakan Pelayanan Prima
Khususnya pelayanan Paspor dengan sistem OSS;

b. Pelayanan Paspor untuk Haji dilaksanakan dengan mobile yang dilakukan;

c. Melaksanakan pemeriksaan Kapal Asing dilingkungan Pelabuhan.

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian (Intaltuskim) dengan tugas dan

fungsi:

a. Memberikan pelayanan perizinan kepada Warga Negara Asing;

b. Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti Kewarganegaraan
seseorang mengenai Status Kewarganegaraan;

c. Melaksanakan penetuan Status Keimigrasian bagi Orang Asing yang
berada di indonesia.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) dengan tugas dan

fungsi :

a. Melakukan secara rutin pemantauan dan pengawasan Orang Asing
dengan melaksanakan pemeriksaan Dokumen Orang Asing;

b. Melaksanakan pengawasan dengan berkoordinasi ke instansi terkait;

c. Melaksanakan penyidikan dan penindakan terhadap Warga Negara Asing
yang melakukan pelanggarann keimigrasian;

d. Melaksanakan pendentensian Orang Asing yang melakukan pelanggaran.
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Gambar 1.2. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari

Kepala Kantor

Kepala Sub bagian
Tata Usaha

Kepala urusan
Kepagawaian

Kepala Urusan
Umum

Kepala Urusan
Keuangan

Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Izin
Teknologi Informasi Lalulintas Tinggal dan Status
Keimigrasian Keimigrasian Keimigrasian

Kepala Sub Seksi
Pelayanan Dokumen Kepala Sub Seksi Izin
EEIERED! TInggal Keimigrasian
Keimigrasian

Kepala Sub Seksi
= Teknologi Informasi
Keimigrasian

Kepala Sub Seksi
Informasi dan
Komunikasi
Keimigrasian

Sumber: Data Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari
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Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari didukung dengan potensi sumber daya
manusia sejumlah 114 orang pegawai ASN yang terdiri dari 103 PNS dan 11 PPPK
dengan formasi, 1 orang Eselon Ill, 4 orang Eselon IV, Eselon V 11 orang dan 57 orang
Jabatan Fungsional Tertentu, 30 orang Jabatan Fungsional Umum dan 11 Pegawai
PPPK. Jika persebaran pegawai dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka pada Kantor
Imigrasi Kelas | TPI Kendari didominasi oleh pegawai Laki-laki sebanyak 74 Pegawai,
lalu 40 pegawai Perempuan. Pada persebaran pegawai berdasarkan tingkat
pendidikan mayoritas 55 pegawai Pendidikan SMA, 2 pegawai berpendidikan Diploma
lll, 4 pegawai berpendidikan Diploma IV, 34 pegawai berpendidikan S1, dan sebanyak

19 pegawai berpendidikan S2.
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Gambar 1.3. Data Pegawai
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Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)
yaitu TPl Pelabuhan Kendari, Terminal Khusus Virtue Dragon dan Terminal Khusus
Aneka Tambang. Untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Imigrasi
Kelas | TPl Kendari juga bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk mendirikan
Mall Pelayan Publik di Kota Kendari.

Data Aset Barang Milik Negara (BMN)

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel melalui pengelolaan Barang Milik
Negara (BMN) yang tertib. Aset-aset ini bukan sekadar inventaris, melainkan sarana
vital yang menopang seluruh tugas dan fungsi keimigrasian, sekaligus menjadi kunci
dalam mencapai target kinerja organisasi dan mewujudkan layanan publik yang
profesional.

a. Struktur Kekuatan: Totalitas Aset dan Nilai Strategis
Sampai dengan periode pelaporan terakhir, Kantor Imigrasi Kendari mengelola
total 692 unit BMN dengan nilai perolehan kumulatif mencapai Rp 38,47 Miliar.
Distribusi aset ini mencerminkan strategi operasional kantor: mengombinasikan
aset infrastruktur yang kokoh dengan peralatan modern dan bergerak.
Tabel 1.2 Aset BMN Kantor Imigrasi Kelas | TPI Kendari

Kategori Aset Jumlah Nilai Perolehan Fungsi Strategis
Unit (Unit)  (Miliar Rupiah)
Alat Angkutan Mobilitas dan Layanan
Bermotor 31 Rp 9,08 Lapangan (Nilai Terbesar)
Infrastruktur Dasar (Lahan
Kantor & Sarana
Tanah 4 Rp 7,87 Pendukung)
Bangunan dan Pusat Pelayanan Publik
Gedung 6 Rp 6,98 dan Operasional
Mesin & Peralatan Modernisasi Layanan
Khusus TIK 207 Rp 6,64 Digital
Penunjang Operasional
Mesin dan Harian (Jumlah Unit
Peralatan Non-TIK 375 Rp 4,06 Terbanyak)
Fasilitas Penunjang
Rumah Negara 13 Rp 3,20 Pegawai
Dukungan Fungsi Teknis
Alat Besar 2 Rp 0,61 Khusus
Aset Tetap
Lainnya 1 Rp 0,02
Dukungan Pengolahan
Aset Tak Data (Lisensi/Perangkat
Berwujud 53 Rp 0,02 Lunak)
Total 692 Rp 38,47

Sumber: Data Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari

8|Page



Rencana Strategis 2025-2029

b. Analisis Strategis BMN
Analisis data BMN ini mengungkapkan dua fokus utama dalam strategi Kantor
Imigrasi Kendari:
1. Prioritas Nilai: Aset Strategis Utama

Proporsi nilai BMN terbesar berada pada kelompok Alat Angkutan Bermotor

(Rp 9,08 Miliar), Tanah (Rp 7,87 Miliar), dan Bangunan/Gedung (Rp 6,98

Miliar).

o Signifikansi: Ketiga kategori ini, yang total nilainya mencapai lebih dari 62%
dari total nilai aset, merupakan aset strategis yang tidak terpisahkan. Alat
angkutan menjamin mobilitas dan jangkauan layanan keimigrasian,
sementara tanah dan bangunan adalah fondasi fisik bagi kantor dan
fasilitas pelayanan publik.

2. Prioritas Jumlah: Dukungan Operasional Modern

Meskipun nilai perolehannya lebih kecil, jumlah aset terbesar terdistribusi pada

Mesin/Peralatan Non-TIK (375 unit) dan Mesin/Peralatan Khusus TIK (207

unit), dengan total 582 unit.

o Signifikansi: Jumlah unit yang dominan ini mencerminkan tingginya
kebutuhan terhadap sarana digital dan peralatan operasional untuk
menunjang layanan publik yang efektif dan responsif. Aset TIK senilai Rp
6,64 Miliar secara khusus menegaskan langkah Imigrasi Kendari menuju
modernisasi layanan berbasis teknologi.

Gambar 1.4 Nilai Perolehan BMN Kantor Imigrasi Kelas | TPI Kendari

Distribusi Nilai Perolehan Barang Milik Negara (BMN)
Kantor Imigrasi Kelas | TPI Kendari

Nilai Perolehan (Miliar Rupiah)

Kategori Aset

Sumber: Data Kantor Imigrasi Kelas | TPI Kendari
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Gambar 1.5 Grafik Jumlah Unit BMN Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari

Distribusi Jumlah Unit Barang Milik Negara (BMN)
Kantor Imigrasi Kelas | TPI Kendari
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Sumber: Data Kantor Imigrasi Kelas | TPI Kendari

Pengelolaan BMN di Kantor Imigrasi Kendari dilakukan melalui serangkaian
mekanisme yang tertib, transparan, dan akuntabel, meliputi penatausahaan,
inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pelaporan yang sesuai regulasi.

Optimalisasi pemanfaatan aset menjadi strategi inti untuk meningkatkan kualitas
layanan publik dan mendukung pencapaian sasaran strategis (RENSTRA). Dengan
pengelolaan yang terencana dan terukur, setiap aset dari sebidang tanah, unit
kendaraan, hingga lisensi perangkat lunak dipastikan memberikan nilai guna maksimal
bagi organisasi dan masyarakat, mendukung visi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam
mewujudkan pelayanan yang profesional, modern, dan berintegritas.

1.1.4. Inovasi Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari melakukan inovasi dalam rangka peningkatan
pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum yang menjadi fungsi utama
keimigrasian. Dalam menghadirkan inovasi, Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari
berbagai terobosan yang bertujuan untuk mewujudkan institusi pemerintah yang
responsif terhadap perubahan. Adapun daftar inovasinya yaitu:

1. IKENI LAPAK (Layanan Paspor Antar Kota/Kabupaten)

IKENI LAPAK adalah inovasi layanan paspor bergerak (mobile) yang dirancang
untuk mengatasi masalah jauhnya jarak dan waktu tempuh bagi pemohon di luar
Kota Kendari ke kantor imigrasi. Layanan ini dilaksanakan dengan mendirikan
stand pelayanan paspor di kota/kabupaten lain melalui kerja sama dengan
pemerintah daerah setempat. Pelaksanaannya menyasar pemohon paspor di luar
Kota Kendari menggunakan unit mobile paspor secara online. Inovasi ini berhasil
mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, sekaligus berdampak
positif pada peningkatan penerimaan negara dan indeks kepuasan masyarakat,
serta menghemat waktu dan biaya pemohon.
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IKENI LAPAK menunjukkan peningkatan kinerja yang sangat signifikan dalam
periode pengamatan. Sepanjang tahun 2024, layanan ini telah dimanfaatkan
sebanyak 383 kali, dan pada semester pertama tahun 2025 jumlah tersebut
meningkat drastis menjadi 794 layanan. Kenaikan lebih dari dua kali lipat dalam
kurun waktu yang lebih singkat ini mencerminkan meningkatnya efektivitas serta
tingkat keterjangkauan layanan oleh masyarakat. Selain itu, lonjakan tersebut
menunjukkan bahwa lkeni Lapak menjadi salah satu inovasi dengan daya serap
tertinggi, sekaligus menjadi indikator kuat bahwa layanan ini berhasil menjawab
kebutuhan masyarakat secara tepat dan efisien.

IKENI SAPA (Siap Antar Paspor Anda)

IKENI SAPA merupakan inovasi layanan pengiriman paspor (passport delivery
service) yang bertujuan untuk memberikan kompensasi atas keterlambatan
penyelesaian paspor, dengan cara mengantarkan paspor yang telah selesai
langsung ke alamat pemohon. Inovasi ini menyasar kelompok pemohon paspor di
dalam Kota Kendari yang paspornya terlambat diselesaikan. Selain itu, layanan ini
juga diberikan kepada pemohon kelompok rentan, disabilitas, serta pemohon
layanan Lapak dan Eazy Passport yang mengalami keterlambatan penyelesaian
akibat masalah kesisteman. Dampak utama dari IKENI SAPA adalah mendekatkan
pelayanan keimigrasian kepada masyarakat dan memberikan kepastian waktu bagi
pemohon.

Inovasi IKENI SAPA mengalami pertumbuhan yang stabil dalam pemanfaatannya.
Pada tahun 2024 layanan ini tercatat digunakan sebanyak 12 kali, dan meningkat
menjadi 22 layanan pada semester pertama tahun 2025. Meskipun jumlahnya
relatif kecil, peningkatan ini menunjukkan adanya perkembangan positif serta
meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi layanan
tersebut.

IKENI SALTO (Sampai Langsung Foto)

IKENI SALTO adalah inovasi layanan paspor yang khusus menyederhanakan alur
permohonan bagi kelompok rentan/prioritas, yang memungkinkan pemohon untuk
langsung datang ke Kantor Imigrasi Kendari dan segera dilakukan pengambilan
biometrik. Inovasi ini diadakan untuk memberikan layanan prima bagi pemohon
kelompok rentan seperti disabilitas, ibu hamil, lansia, dan bayi/balita. Teknis
pelaksanaannya adalah dengan menyasar pemohon paspor kategori rentan yang
telah menghubungi kantor imigrasi terlebih dahulu agar datanya dapat segera
diinput. Dampak dari IKENI SALTO adalah memberikan pelayanan prima yang
cepat dan mudah bagi kelompok rentan/prioritas.

IKENI SALTO memperlihatkan tren peningkatan yang konsisten dalam dua periode
pelaporan. Pada tahun 2024, jumlah pemanfaatan layanan ini mencapai 25
layanan, dan meningkat menjadi 43 layanan pada semester pertama tahun 2025.
Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa inovasi tersebut semakin dikenal dan
diterima oleh masyarakat, serta memberikan kontribusi yang stabil dalam
mendukung kelancaran proses pelayanan. Peningkatan ini menjadi indikator
bahwa Ikeni Salto memiliki potensi untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari
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penguatan kualitas layanan.

4. SILANGSING (Sistem Informasi Pelaporan Orang Asing)

S| LANGSING merupakan Sistem Informasi Pelaporan Orang Asing Mandiri yang
dikembangkan secara manual oleh Imigrasi Kendari. Inovasi ini ditujukan kepada
WNA yang menginap di hotel atau penginapan setempat dengan tujuan
mempermudah proses pengawasan Orang Asing di wilayah kerja Kanim Kendari.
Aplikasi ini mengatasi permasalahan belum adanya kanal pelaporan informasi
keberadaan orang asing yang user-friendly dan wilayah kerja yang luas. SlI
LANGSING lebih mudah digunakan karena tidak memerlukan pendaftaran akun
seperti apoa.imigrasi.go.id, yang pada akhirnya membuat pelaporan dan
pemantauan keberadaan orang asing dapat lebih mudah dilakukan.

Layanan SI LANGSING mengalami pertumbuhan pemanfaatan yang sangat
menonjol. Sepanjang tahun 2024, layanan ini digunakan sebanyak 85 kali, dan
angka tersebut melonjak menjadi 209 layanan pada semester pertama tahun 2025.
Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap
layanan Si Langsing, serta membuktikan efektivitasnya dalam memberikan
pelayanan yang cepat dan responsif. Lonjakan pemanfaatan ini menjadi salah satu
indikasi keberhasilan inovasi dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan
pelayanan.

5. IKENI BERKAH (Berdoa & Sedekah)

IKENI BERKAH adalah program sosial yang bertujuan menumbuhkan jiwa religius
dan meningkatkan kepedulian pegawai terhadap masyarakat sekitar. Inovasi ini
dilaksanakan sebagai upaya memberi manfaat bagi warga sekitar yang kurang
mampu. Teknis pelaksanaannya menyasar warga sekitar yang membutuhkan,
dengan sumber dana yang digunakan berasal dari sumbangan sukarela seluruh
pegawai setiap bulan. Dampak positif dari IKENI BERKAH adalah membentuk jiwa
kepedulian pegawai, yang pada akhirnya dapat menjadikan pegawai lebih humanis
dalam memberikan pelayanan.

6. LAKO IKENI (Layanan Kolektif Imigrasi Kendari)
LAKO IKENI merupakan inovasi layanan paspor secara kolektif yang ditujukan
untuk mengatasi tingginya minat permohonan paspor kolektif dari instansi
pemerintah, perkantoran, atau komunitas. Layanan ini dilaksanakan pada instansi
pemerintah/swasta, kampus, komunitas, dan kompleks perumahan dengan
menggunakan perangkat mobile. Inovasi ini menyasar kelompok pemohon paspor
di dalam Kota Kendari yang ingin membuat paspor secara kolektif. Dampak LAKO
IKENI adalah mendekatkan pelayanan, meningkatkan penerimaan negara dan
indeks kepuasan masyarakat, menghemat waktu dan biaya pemohon, serta
mengurangi kepadatan antrian di kantor imigrasi.

LAKO IKENI mencatat pertumbuhan yang konsisten dalam dua periode pelaporan.
Pada tahun 2024 layanan ini dimanfaatkan sebanyak 72 kali, dan meningkat
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menjadi 116 layanan pada semester pertama tahun 2025. Pertumbuhan tersebut
menunjukkan bahwa inovasi ini terus digunakan secara berkelanjutan dan semakin
dipercaya oleh masyarakat. Konsistensi pemanfaatan ini mencerminkan efektivitas
Lako Ikeni dalam mendukung kelancaran proses layanan serta kontribusinya
terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

IKENI YANTI (Melayani Dengan Hati)

IKENI YANTI adalah inovasi layanan keimigrasian emergency yang diberikan bagi
WNI dan WNA yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit dan tidak dapat
melakukan pengambilan biometrik karena kondisi kesehatan. Layanan ini penting,
terutama jika pemohon akan dirujuk berobat ke luar negeri. Petugas Imigrasi
Kendari akan langsung melakukan pengambilan biometrik di Rumah Sakit secara
mobile. Inovasi ini menyasar pemohon yang membutuhkan layanan emergency
dan diberikan secara online melalui layanan mobile unit. Dampak utamanya adalah
memberikan layanan prima bagi pemohon emergency, mendekatkan diri kepada
masyarakat, dan meningkatkan citra positif di masyarakat.

SI MANTU (Sistem Informasi Manajemen Layanan Tata Usaha)

S| MANTU merupakan Aplikasi E-office Internal Kantor Imigrasi Kendari yang
berfungsi sebagai kontrol terhadap penggunaan dan ketersediaan barang serta
meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Aplikasi ini mengatasi
permasalahan kurangnya efisiensi dan efektivitas dalam proses permintaan barang
sediaan dan kurangnya transparansi pengelolaan anggaran. Dengan adanya
aplikasi ini, petugas menjadi lebih mudah dalam mempertanggungjawabkan
penggunaan persediaan barang. Dampak dari SIMANTU adalah pengecekan
permintaan ketersediaan barang dapat dilakukan secara online, sehingga proses
menjadi lebih efektif dan efisien.

IKENI MORAMO (Imigrasi Kendari Monitoring Orang Asing Secara Online)

KENI MORAMO merupakan singkatan dari Imigrasi Kendari Monitoring Orang
Asing secara Online. Aplikasi ini dibuat sebagai langkah untuk mengawasi
mobilitas Tenaga Kerja Asing yang bergerak cepat di wilayah industri Sulawesi
Tenggara, di mana data berubah setiap saat dan pengawasan tidak bisa lagi
mengandalkan cara lama.
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Gambar 1.6 Grafik perbandingan inovasi layanan yang telah dilaksanakan
Pada tahun 2024 (Januari-Desember) dan tahun 2025 (Januari-Juni)
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Sumber: Data Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari di samping melahirkan inovasi-inovasi yang
memudahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, juga turut menjalin Kerjasama
dengan unsur kemasyarakatan sebagai lingkup pengawasaan terkecil. Kerjasama
tersebut dibangun melalui penunjukan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA)
yang memimpin program Desa Binaan. PIMPASA ini merupakan Inovasi dari Direktorat
Jenderal Imigrasi dan Imigrasi Kelas | TPl Kendari telah mendapatkan penghargaan
dalam program ini sebagai Kantor dengan Jumlah Desa Binaan terbanyak yakni
sebanyak 50 Desa.

1.1.3. Capaian Kinerja 2020-2024

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki dua program utama yaitu program pelayanan
dan program penegakan hukum keimigrasian, beserta satu program dukungan
manajemen. Mengacu pada renstra sebelum perubahan, sasaran program pelayanan
adalah meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian, yang diukur
dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan keimigrasian.
Layanan keimigrasian yang dinilai pada survei IKM adalah layanan untuk WNI
(permohonan paspor baru, permohonan penggantian paspor, perubahan data paspor,
kartu perjalanan pebisnis APEC, dan work and holiday visa) serta layanan untuk WNA
(permohonan visa R, bebas visa kunjungan, izin tinggal terbatas, alih status izin tinggal
keimigrasian, dan perpanjangan izin tinggal). Sementara itu, dari segi penegakan
hukum keimigrasian, sasaran programnya adalah meningkatnya stabilitas keamanan
melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian, yang diukur
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dengan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK). Unsur yang dinilai pada IPK divisi
imigrasi dan kantor imigrasi mencakup intelijen, penyidikan dan Tindakan Administratif
Keimigrasian (TAK), pengawasan, pengaduan, pencegahan. Dari segi dukungan
manajemen, Direktorat Jenderal Imigrasi juga memiliki sasaran program yakni
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di Kemenkumham
dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis IT, yang diukur dengan layanan tata
kelola yang efektif dan efisien.

Dengan berlakunya Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 untuk pelaksanaan
hanya di tahun 2024, terjadi penyesuaian pada Sasaran Program dan Indikator
Sasaran Program dari Renstra pada periode sebelumnya yakni 2021-2023. Adapun
perbedaan sasaran dan indikator program dari sebelum dan setelah renstra perubahan
dapat dilihat pada Gambar 1.5 berikut.

Sebelum Renstra Perubahan*

*2021-2023

Setelah Renstra Perubahan

Meningkatnya Indeks Key
puasan : Indeks Kepuasan
Kepuasan Masyarakat Masyarakat Me_mngkatnya Masyarakat (IKM)
atas Layanan Kualitas Layanan 4
Keirni N (IKM) terhadap Keimigrasian Layanan Keimigrasian
ShrlEEd Layanan Keimigrasian
— / / —
q |
Meningkatnya ( (—
Stabilitas Keamanan
Melalui Pencegahan, Indeks Pengamanan Terwujudnya Indeks Penegakan
Pengawasan, dan Keimigrasian Penegakan Hukum Hukum Keimigrasian
Penindakan (IPK) Keimigrasian
Keimigrasian
I I I R —
Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang efektif Layanan Tata Kelola
dan efisien di lingkungan .
Kementerian Hukum dan EPfeTt]Efn;tah;ﬁn yang
HAM dengan fektif dan Efisien di
mengoptimalkan kualitas Lingkungan Ditjenim
layanan berbasis T

Gambar 1.6. Perbedaan Sasaran dan Indikator Program
Sebelum dan Setelah Renstra Perubahan
Sumber: Ditjen Imigrasi, Diolah

Setelah berlakunya Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024, dua sasaran
program berubah menjadi meningkatnya kualitas layanan keimigrasian dan
terwujudnya penegakan hukum keimigrasian. Indikator layanan keimigrasian masih
sama dengan Renstra sebelum perubahan. Meskipun demikian, terjadi perubahan
indikator kinerja program terkait penegakan hukum. Semula indikator yang digunakan
adalah Indeks Pengamanan Keimigrasian, menjadi Indeks Penegakan Hukum
Keimigrasian pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024. Tabel 1.5
menunjukkan capaian dari indikator kinerja sasaran program tahun 2020-2023
berdasarkan Renstra Ditjen Imigrasi 2020-2024 sebelum perubahan dan bersumber
dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi.
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Tabel I.3. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, 2020-2023

2020 2021 2022 2023

Indikator
Kinerja

Sasaran Target Realisasi | Capaian | Target Realisa Capaian Target Realisasi Capaian Target | Realisas | Capaian

Sl I

Indeks 2,92 3,87 132,47% 3,15 3,89 122,54% 3,20 3,93 122,81% 3,25 3,92 120,61%
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
Layanan
Keimigrasian

Indeks
Pengamanan
Keimigrasian
(IPK)

3,11 3,87 124,31% 3,12 3,73 119,56% 3,13 3,71 118,53%

Layanan Tata
Kelola

1 1 100% 1 1 layanan 100% 1 1 100%
layanan | layanan layanan layanan | layanan
Pemerintahan
yang Efektif
dan Efisien di
Lingkungan
Ditjenim

Sumber: Ditjen Imigrasi (2021; 2022; 2023; 2024), Diolah
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Adapun target, realisasi, dan capaian Indikator Kinerja Program yang mengacu pada
Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 untuk tahun 2024 dapat dilihat pada

Tabel 1.4.

Tabel 1.4. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi,
2024 (Setelah Renstra Perubahan)

2024
Indikator Kinerja Program o .
Target Realisasi Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat 0
(IKM) Layanan Keimigrasian 3.3 3,94 119,39%
Indeks Pgnggakgn Hukum 3.14 4.00 127.39%
Keimigrasian

Sumber: Ditjen Imigrasi (2025)
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Tahun 2020
Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

TARGET | REALISASI | CAPAIAN
NO. SASARAN KEGIATAN LOKASI PENANGGUNG
2020 2020 2020 JAWAB

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan

Keimigrasian 7.3
Persentase penurunan pelanggaran keimigrasian 2%
Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi
SK9 | Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Daerah Kepala satuan kerja
Hukum Keimigrasian di Wilayah
Jumlah Kegiatan Pe.mbllna:an, FTengendahan dan 103 78 Kegiatan 75.73%
Pengawasan Fungsi Keimigrasian Kegiatan
SK 10 Me_nlpgkat_nya Kualitas Penegakan Hulkum Daerah Kepala satuan kerja
Keimigrasian
Persgntasg Penurunan Pelanggaran Hukum 29, 29, 100%
Keimigrasian
SK 11 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keimigrasian Daerah Kepala satuan kerja
Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan 21577 39.492
. : 183.28%
Keimigrasian Dokumen Dokumen
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Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat

SK12 Pemeriksaan Imigrasi

Daerah Kepala satuan kerja

Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang 138
Dilakukan Kegiatan

SK 13 | Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker Daerah Kepala satuan kerja

146 Kegiatan 105.80%

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

. 1 Layanan 1 Layanan 100%
Kesekretariatan Satker y y °

Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana

SK 14
Internal

Daerah Kepala satuan kerja

Jumlah Layanan Internal Overhead 1 Layanan 1 Layanan 100%

SK 15 | Terselenggaranya Layanan Perkantoran Daerah Kepala satuan kerja

Jumlah Layanan Perkantoran 1 Layanan 1 Layanan 100%
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Kantor Imigrasi Kelas | TPI Kendari

Tahun 2021-2023
Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

Sasaran Program
1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dan
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
Layanan Keimigrasian

Indeks Pengamanan

- . 3,11 | 3,12 3,13
Keimigrasian
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CAPAIAN
SASARAN KEGIATAN/ TARGET REALISASI

NO. PENANGGUNG
INDIKATOR SASARAN | LOKASI JAWAB

KEGIATAN 2021 | 2022 2023 2021 2022 2023 | 2021 2022 | 2023

5254 — Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Meningkatnya kualitas
pelak§an§ap tug.as dgn Daerah Kepala §atuan
fungsi keimigrasian di kerja

Wilayah

SK 12

Indeks Kepuasan 3,95 121%

Masyarakat terhadap 3,64 100% | 113%
. . . 3,15 3,2 3,25 3,15

Layanan Keimigrasian di

Wilayah

Indeks Kepuasan Internal 3,99 127%
di Wilayah ’ ’ ’ ’ 3,98 100% | 124 %

Indeks Pengamanan 3,87 109% | 123%
Keimigrasian di Wilayah ’ ’ ’ 3,51 100%

Sasaran Program

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan
kualitas layanan berbasis Tl

SASARAN LOKA PENANGGUNG
NO. KEGIATAN/ S| TARGET REALISASI CAPAIAN JAWAB
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INDIKATOR
SASARAN
KEGIATAN

2021

2022

2023

2021

2022 | 2023 | 2021

2022

2023

232 — Duk

ungan Ma

najemen

dan Tekni

s Lainnya UPT Imigrasi

SK
13

Meningkatnya kualitas
pelaksanaan tugas
dan fungsi
keimigrasian di
Wilayah

Daerah

Kepala satuan
kerja

Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
Layanan Keimigrasian
di Wilayah

3,15

3,2

3,25

3,15

3,64 3,95 100%

113%

121%

Indeks Kepuasan
Internal di Wilayah

3,11

3,12

3,13

3,13

3,99

3,98 100%

124 %

127%

Indeks Pengamanan
Keimigrasian di
Wilayah

3,11

3,12

3,13

3,11

3,87

3,51 100%

109%

123%

24|Page




Rencana Strategis 2025-2029

Tahun 2024
Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

Sasaran Strategis/ Indikator
Sasaran Strategis/ Sasaran Target Realisasi Capaian
NO. Program/ Indikator Sasaran Lokasi PENANGGUNG JAWAB
Program/ Sasaran Kegiatan/
Indikator Sasaran Kegiatan

2024 2024 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
Terwujudnya Kesadaran Hukum Menteri Hukum dan Hak
~dan HAM Masyarakat - AsasiManusia |

IKSS Indeks kesadaran hukum dan HAM
1.1 masyarakat Indonesia

SP BF 4

Terwujudnya penegakan hukum Direktorat Jenderal
Keimigrasian Imigrasi

IKP BF | Indeks penegakan hukum

41 keimigrasian 3,14

5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Optimalnya penegakan hukum

SK 1 s df kenTaEten Daerah Kepala satuan kerja
Persentase penegakan Hukum Pro
IKK 1.1 | Yustisia di kewilayahan yang 90% 3 100%

ditangani
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Sasaran Strategis/ Indikator

Sasaran Strategis/ Sasaran Target Realisasi Capaian
NO. Program/ Indikator Sasaran Lokasi PENANGGUNG JAWAB
Program/ Sasaran Kegiatan/
Indikator Sasaran Kegiatan 2024 2024 2024
Persentase Tindakan Administratif
IKK 1.2 | Keimigrasian di kewilayahan yang 90% 11 100%

ditangani

Meningkatnya kualitas layanan

Direktorat Jenderal

IKP BF
5.1

Keimigrasian

Indeks kepuasan masyarakat
layanan keimigrasian

3,3

Imigrasi

5254 - Penyelenggaraan Fungsi P

engkoordinasian, Pelayanan dan

Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

SK 1

Meningkatnya Layanan
Keimigrasian di Kewilayahan

Kepala satuan kerja

IKK 1.1

Rasio Layanan Keimigrasian di
kewilayahan yang diselesaikan
terhadap total permohonan layanan
Keimigrasian di kewilayahan yang
diterima

Terbangunnya budaya kerja yang
berorientasi kinerja organisasi

yang berintegritas, efektif dan
efisien

90%

99%

110%

Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia
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Sasaran Strategis/ Indikator
Sasaran Strategis/ Sasaran Target Realisasi Capaian
NO. Program/ Indikator Sasaran Lokasi PENANGGUNG JAWAB
Program/ Sasaran Kegiatan/ 2024 2024 2024
Indikator Sasaran Kegiatan
IKSS Nilai RB Kementerian Hukum dan
2.1 HAM
013.WA - Dukungan Manajemen
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi
Meningkatnya pelaksanaan RB di :
SK 1 el UET ez Kepala satuan kerja
o i H o, o
IKK 1.1 ./o pelaksanaan‘renc_ana aksi RB di 100% 100% 100%
lingkup UPT Imigrasi
Indeks kepuasan unit kerja lingkup
IKK 2.1 | UPT Imigrasi terhadap layanan 3,1 3,46 111%
kesekretariatan
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1.1.4. Capaian Kinerja Anggaran
Di samping aspek capaian indikator kinerja kegiatan, kinerja keuangan satuan kerja
imigrasi merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengetahui tingkat
akuntabilitas kinerja. Kinerja keuangan selanjutnya dapat dilihat dari sisi realisasi

anggaran dan belanja.

2020

2021

Matriks Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNBP
2022 2023 2024

Target PNBP Rp 0 Rp 0 Rp 26.207.250.000 | Rp 27.515.450.000 | Rp 36.797.869.000
Realisasi PNBP | Rp 0 | Rp90.219.073 | Rp40.757.641.251 | Rp 38.619.520.663 | Rp 34.357.112.110
1,8 o e
MTarget M Realisasi g8 Unit kerja telah berhasil
16 g8 72 membuktikan kapasitasnya dalam
§§ menghasilkan PNBP yang melebihi
1.4 s target selama dua tahun berturut-
turut  (2022-2023). Tantangan
1,2 B B . kinerja. di tahun 2024 yang
% % f’;f’-gg mengakibatkan tidak tercapainya
1 - - F% E target realisasi di karenakan terdapat
= perubahan kebijakan tarif pada Izin
0,8 Tinggal dan juga adanya perubahan
sistem alur pada tahapan Izin
0,6 Tinggal yakni berlakunya Sistem
MOLINA (Modul Lalulintas Orang
0,4 Asing) yang penerimaan PNBP
diterima langsung ke Direktorat
0,2 ‘éé - & Jenderal Imigrasi.
O 202 2021 2022 2023 2024
m Target 0 0 100%  100%  100%
M Realisasi 0 155,52% 140,35% 88,57%

Sumber: Data Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari
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Matriks Pendapatan PNBP Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari Berdasarkan
Jenis Pelayanan

Rp40.000.000.000
2022

Rp35.000.000.000
2023

Rp30.000.000.000

2024
Rp25.000.000.000

Rp20.000.000.000

Rp15.000.000.000

2023 2024

Rp10.000.000.000

2022

Rp5.000.000.000
2022 2023 2024

Rp0 —
P Pendapatan lIzin Pendapatan Pelayanan
Pendapatan Paspor . . . . . . :
Tinggal/Izin Keimigrasian Keimigrasian Lainnya
H 2022 Rp4.824.500.000 Rp35.264.100.000 Rp652.300.000
m 2023 Rp8.143.900.000 Rp30.176.000.000 Rp281.200.000
2024 Rp9.267.350.000 Rp24.582.850.000 Rp434.700.000

Sumber: Data Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari

Penurunan total capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor keimigrasian
yang tercatat menurun secara bertahap setiap tahunnya dipengaruhi secara signifikan oleh
adanya peralihan kewenangan pelayanan permohonan lzin Tinggal Tenaga Kerja Asing
(TKA).

Sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas | TPI Kendari melayani permohonan Izin Tinggal bagi TKA
dari perusahaan-perusahaan yang secara geografis berada di luar wilayah kerja yang
ditetapkan. Contoh spesifik dari praktik ini adalah TKA yang bekerja pada kawasan industri
besar, seperti yang berlokasi di Wilayah Industri Morowali, yang mengajukan permohonan
Izin Tinggal mereka di Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari. Hal ini secara langsung
berkontribusi pada tingginya angka PNBP yang berhasil dicapai oleh Kantor Imigrasi Kelas |
TPI Kendari pada periode tersebut. Dengan dibentuknya Kantor Imigrasi Kelas Il Non TPI
Banggai, yang memiliki wilayah kerja lebih dekat dan relevan dengan lokasi perusahaan TKA
tersebut (misalnya, Wilayah Industri Morowali), maka terjadi pengalihan seluruh
permohonan Izin Tinggal TKA ke kantor imigrasi yang baru.

Peralihan ini merupakan langkah penataan wilayah kerja yang bertujuan untuk optimalisasi
pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Namun, konsekuensi logis dari kebijakan ini
adalah penurunan basis penerimaan PNBP yang dulunya tercatat di Kantor Imigrasi Kelas |
TPI Kendari, seiring dengan beralihnya volume permohonan TKA ke Kantor Imigrasi Kelas Il
Non TPI Banggai.

Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

RM

2020

Rp. 4.810.459.000

2021
Rp. 5.505.838.000

2022
Rp. 5.853.841.000

2023
Rp. 5.946.943.000

2024
Rp. 6.356.929.000

PNBP

Rp. 4.449.482.000

Rp. 5.647.218.000

Rp. 7.351.514.000

Rp. 9.138.231.000

Rp. 18.649.338.000

Total Sumber Dana

Rp. 9.259.941.000

Rp. 11.153.256.000

Rp. 13.205.355.000

Rp. 15.085.174.000

Rp. 25.051.267.000
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Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Rp30.000.000.000
Rp25.000.000.000
Rp20.000.000.000
Rp15.000.000.000
Rp10.000.000.000

Rp5.000.000.000

RpO

m 2020
m 2021
m 2022
2023
2024

Belanja Pegawai

Rp3.461.018.719
Rp4.013.282.630
Rp4.013.282.630
Rp4.275.305.714
Rp4.699.349.770

Belanja Barang

Rp3.793.453.914
Rp5.083.605.917
Rp7.701.652.106
Rp8.303.020.692
Rp10.997.965.182

Belanja Modal

Rp40.000.000
Rp680.611.000
Rp1.001.563.800
Rp2.329.771.000
Rp9.223.831.700

Total Belanja
Keseluruhan

Rp7.294.472.633
Rp9.777.499.547
Rp13.178.082.216
Rp14.908.096.894
Rp24.921.146.652

H2020 m2021 m2022 2023 2024
Sumber: Data Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari

Belanja Barang menjadi kontributor terbesar dan menunjukkan tren peningkatan
yang stabil dan konsisten, mengindikasikan ekspansi substansial dalam aktivitas
operasional harian.

Belanja Modal mengalami pertumbuhan yang sangat eksplosif, khususnya
lonjakan tajam pada 2023-2024. Hal ini mencerminkan komitmen kuat organisasi
terhadap investasi jangka panjang, seperti pengadaan aset dan modernisasi
infrastruktur, untuk meningkatkan kapasitas dan pelayanan di masa depan.

Belanja Pegawai menunjukkan pertumbuhan yang lebih terukur dan bertahap.
Kenaikan yang moderat ini menandakan manajemen biaya personel yang stabil, hanya
mencakup penyesuaian gaji rutin dan penambahan personel yang selektif. Secara
ringkas, organisasi berhasil mengakselerasi pengeluaran untuk investasi strategis
(Modal) dan operasi harian (Barang), sementara biaya personel dikelola secara
terkendali.
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Matriks Capaian Kinerja Anggaran
Rp25.000.000.000

Rp20.000.000.000

Rp15.000.000.000
Rp10.000.000.000
Rp5.000.000.000
RpO

2020 2021 2022 2023 2024
HAlokasi  Rp19.767.762.0 Rp19.507.565.0 Rp19.789.007.0 Rp22.615.648.0 Rp20.803.174.0
m Realisasi Rp18.356.127.0 Rp18.227.768.0 Rp18.882.875.0 Rp22.321.899.0 Rp20.754.118.0
Capaian 92,87% 93,44% 95,42% 98,70% 99,76%

Sumber: Data Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari

Tren Capaian Positif: Capaian kinerja menunjukkan tren peningkatan yang konsisten
dan sangat positif, bergerak dari 92,87% pada tahun 2020.

Puncak Efisiensi: Capaian hampir sempurna dicapai pada tahun 2024, yaitu 99,76%.

Implikasi: Tren ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan penyerapan anggaran dari tahun ke tahun. Mencapai 99,76% berarti
organisasi sangat efektif dalam menghabiskan hampir seluruh dana yang telah
ditetapkan untuk mencapai target kinerja, mencerminkan akurasi perencanaan yang
tinggi dan minimnya sisa anggaran (Silpa).

Matrix Hibah
Jenis Hbah ~ Tahun
i 2020
! 2021
: 2022
i 2023
! 2024
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1.1.5. Faktor Pendukung Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan keimigrasian dalam periode Renstra 2020-2024 melalui serangkaian
perubahan akibat terjadi Pandemi COVID-19. Ditjen Imigrasi menerapkan tindakan
antisipatif dalam perannya mengelola arus lalu lintas warga negara ke dalam dan ke
luar Indonesia. Pada tahun 2020, dilakukan penghentian sementara pemberian BVK,
pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) dan perpanjangan izin tinggal bagi
WN Tiongkok dan orang asing lainnya yang tidak dapat kembali ke negaranya,
pengetatan pengaturan terkait perizinan masuknya orang asing (i.e., kewajiban
karantina), hingga pelarangan sementara memasuki atau transit di wilayah Indonesia.
Khusus untuk orang asing yang terdampak kebijakan lockdown, Ditjen Imigrasi melalui
Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020 mengakomodasi melalui pemberian ITK, ITAS,
ITAP, lzin Masuk kembali, dan Tanda Masuk secara mutatis dan mutandis.
Pengecualian juga diberikan untuk orang asing dengan Visa Diplomatik dan Visa Dinas;
tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan, dan alasan kemanusiaan; dan orang
asing yang bekerja pada Proyek Strategis Nasional. Adapun Data Pelayanan sebagai

berikut:
&
o
N
o
N
o
N
N
N
o
N
<
N
] o <
o~ N
8 g & 8
N N
o
N
o
N —
o N
N o
Perpanjangan Izin Tinggal Paspor
2020 48553 3953
2021 63337 1874
m 2022 33332 12311
H 2023 16220 19076
m 2024 25612 19696

Sumber: Data Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari

Penurunan signifikan jumlah layanan Perpanjangan lzin Tinggal di Kantor Imigrasi
Kelas | TPl Kendari dari puncak 51.323 (2021) menjadi 10.222 (2024) merupakan
dampak ganda dari normalisasi pasca-pandemi COVID-19 dan restrukturisasi wilayah
kerja; di mana pada tahun 2021 terjadi akumulasi permohonan akibat tertahannya WNA
di Indonesia serta kebijakan perpanjangan otomatis di masa pandemi, yang kemudian
menurun drastis seiring pengoperasian Kantor Imigrasi Kelas || Non TPl Banggai yang
kini mengambil alih beban administrasi TKA dari wilayah Morowali. Hal ini menciptakan
efisiensi birokrasi yang memungkinkan Kanim Kendari merespons lonjakan tajam
Layanan Paspor masyarakat lokal yang mencapai 19.680 pada tahun 2024 akibat
pulihnya mobilitas internasional (Haji, Umroh, dan Wisata) pasca-penghapusan
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pembatasan perjalanan COVID-19, sehingga mencerminkan tata kelola keimigrasian
yang lebih proporsional dan akurat di wilayah Sulawesi Tenggara. Angka penurunan
pada Tahun 2023 di akibatkan adanya perubahan kebijakan oleh Direktorat Jenderal

Imigrasi.
DATA PERSEBARAN JUMLAH PEMOHON PASPOR
PER KABUPATEN
H2020 m2021 m2022 2023 2024
Qs
N
8
N
g«
o N I
g N 85k 23
Ng o S o 25 . o gﬁg ﬁgg Ngg
< gx 2-88]8 §g588%Y g3 S o-N2% g-SN8 g=8&°%
“zl S8% S8R Nal 88 s&ggs g% gg°
I [ - I | | I --I - - I -_1
. Kolaka Kolaka Konawe @ Konawe Konawe
Kendari Kolaka Timur Utara Konawe Selatan  Kepuluan Utara Bombana
m2020 1.808 564 230 290 448 281 38 110 183
m 2021 971 245 23 152 215 143 25 16 69
2022 6.240 1.454 320 329 1.617 860 175 720 566
2023 9.697 2.625 668 811 1.921 1.482 182 782 907
2024  9.480 3.037 754 971 1.969 1.521 198 663 1.089

Sumber: Data Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari

Berdasarkan analisis data statistik, tingginya permintaan layanan paspor di Kabupaten
Kolaka yang terus meningkat secara berkelanjutan dari 1.454 permohonan pada tahun
2022 hingga mencapai puncaknya sebanyak 3.037 permohonan pada tahun 2024
menjadi inisiasi utama bagi pembentukan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di wilayah
tersebut. Urgensi pembukaan UKK ini didasarkan pada kebutuhan riil untuk
mengoptimalkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di wilayah Kolaka Raya
(Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara), sehingga pemohon tidak perlu lagi menempuh
perjalanan jarak jauh ke Kota Kendari guna mendapatkan layanan paspor. Mengingat
volume beban kerja di Kolaka tercatat paling dominan dibandingkan kabupaten
pendukung lainnya seperti Konawe (1.969 permohonan), Bombana (1.089
permohonan), langkah strategis ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pelayanan
publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan mobilitas
internasional masyarakat lokal.

Kemudahan pelayanan diberikan untuk mendukung kelancaran lalu lintas WNA yang
masuk maupun keluar Indonesia. Sepanjang 2020—-2024, jumlah perlintasan di TPI laut
Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari mengalami fluktuasi akibat pandemi COVID-19 dan
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masa pemulihan ekonomi serta sosial setelahnya. Peningkatan perlintasan terutama
dipengaruhi oleh bertambahnya arus wisatawan, untuk keperluan bisnis maupun
wisata. Perkembangan jumlah perlintasan WNA pada Kantor Imigrasi Kelas | TPI
Kendari dapat dilihat sebagai berikut:

m 2020
m 2021
m 2022
2023
2024

500
450
400
350
300
250
200
150
100

50

m 2020
m 2021
m 2022
2023
2024

2020

021
2022

2023
2024

N

Konawe

111
434
352
252
246

2020

2021

2022

2023

2024

Data Pemeriksaan Keimigrasian pada TPI Laut

133
518
431
282
287

Sumber: Data Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari

PER KABUPATEN

m2020 m2021 m2022

2020
. 2021
Il 2022

2023
2024

Konawe Utara

0
49
45
11
24

B 2020
H 2021
1 2022

15
20
11
12
11

2023
2024

Kendari

2023 12024

DATA PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN TPI LAUT

2020
2021
1 2022
2023
2024

Konawe
Selatan

1
0
5
0
1

Sumber: Data Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari

2023
2024

I 2020
I 2021
1 2022

Bombana

= = 00 N DN

Aktivitas pemeriksaan keimigrasian di wilayah Konawe tercatat sangat masif dan
mendominasi total beban kerja Kantor Imigrasi Kendari, terutama pada tahun 2021 yang
mencapai angka tertinggi sebanyak 434 kegiatan. Tingginya intensitas ini disebabkan
oleh keberadaan Tempat Pemeriksaan Keimigrasian khusus di Pelabuhan Morosi
Kabupaten Konawe untuk industri smelter strategis, yakni Virtue Dragon Nickel
Industry (VDNI) dan OSS (Obsidian Stainless Steel), yang memicu frekuensi
pemeriksaan alat angkut internasional dan kru kapal asing secara berkelanjutan di
wilayah tersebut. Kondisi ini tercermin dari data bulanan tahun 2022 di mana Konawe
memberikan kontribusi terbesar dengan 434 kegiatan, jauh melampaui wilayah
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pendukung lainnya seperti Kendari yang hanya mencatatkan 20 kegiatan atau Kolaka
dengan 13 kegiatan.

Selain itu, dilakukan perluasan ketersediaan paspor elektronik (E-Paspor) dan
Polikarbonat. Pada tahun 2024, seluruh Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia sudah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi
Negara (BSSN). - 63 - bisa menerbitkan paspor biasa elektronik berdasarkan Surat
Edaran (SE) Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI-0005.GR.01.02 Tahun 2024. Sejak
bulan Oktober 2023, beberapa KBRI dan KJRI juga sudah menyediakan layanan paspor
elektronik. Meskipun demikian, berdasarkan data Ditjen Imigrasi, penerbitan Paspor
berdasarkan jenis masih didominasi oleh paspor biasa 48 halaman. E-Paspor dan E-
Polikarbonat masih belum menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Hal tersebut tidak
terlepas dari faktor biaya pembuatan serta keterbatasan penyediaan paspor-paspor
jenis baru tersebut.

Penerbitan Paspor berdasarkan Jenis

18000 2023
16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000 2023

0

Paspor Elektronik Paspor Biasa
H 2023 2527 16548
2024 5592 14090

2024

2024

2023 m2024
Sumber: Data Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari

1.1.6. Faktor Pendukung Kinerja Penegakan Hukum dan Pengawasan

Selain pelayanan, Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari juga bertanggung jawab atas
fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Penegakan hukum
keimigrasian utamanya ditujukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan
negara, khususnya melalui pengawasan terhadap WNA di Indonesia. Adapun risiko
pelanggaran mencakup tetapi tidak terbatas pada pemalsuan identitas,
penyalahgunaan visa dan/atau izin tinggal, keluar-masuk wilayah Indonesia secara
ilegal, hingga pelanggaran hukum dan gangguan ketertiban/keamanan.

Penegakan hukum keimigrasian dilaksanakan melalui penegakan hukum pidana (Pro
Yustisia) penegakan hukum administratif (Tindakan Administratif Keimigrasian/TAK).
Pro Yustisia adalah proses penegakan hukum yang berujung pada tindakan hukum
formal, termasuk penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan.
Sementara itu, TAK adalah Sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pejabat Imigrasi
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di luar proses peradilan. TAK dapat meliputi pencantuman dalam daftar pencegahan
atau penangkalan; pembatasan perubahan, atau pembatalan izin tinggal;, pengenaan
biaya/beban; dan/atau deportasi. Orientasi utama penegakan Pro Yustisia adalah
menangani pelanggaran serius di antaranya penyalahgunaan izin tinggal, masuk atau
keluar Indonesia secara ilegal, penyelundupan manusia, serta keterlibatan orang asing
dalam tindak pidana keimigrasian. Di lain sisi, TAK berfokus pada aspek tindakan
preventif korektif untuk menjaga ketertiban dan keamanan terkait lalu lintas orang asing
tanpa melibatkan proses peradilan. Penegakan hukum TAK menitikberatkan kepada
proses yang lebih cepat dan efisien sehingga pemanfaatan sumber daya bisa
dioptimalkan dan bermanfaat lebih luas.Berdasarakan penanganan kasus keimigrasian
baik TAK maupun pro yustisia.

2022

2023

2024
2021
2024
2020 l 2020 2021 2022 2023
—
Tindakan Administratif Keimigrasian ProJustitia
m 2020 1 0
m 2021 8 0
m 2022 29 0
2023 24 0
2024 11 3

Sumber: Data Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari

Kinerja penegakan hukum menunjukkan peningkatan intensitas pengawasan yang
signifikan, ditandai dengan puncak Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)
sebanyak 29 kasus pada tahun 2022, yang kemudian menurun drastis menjadi 11
kasus pada tahun 2024. Penurunan TAK ini diyakini berkorelasi positif dengan
berkurangnya populasi Warga Negara Asing (WNA) dan peningkatan kepatuhan pasca-
pengetatan pengawasan. Sementara itu, kasus Projustitia yang tidak tercatat dari
tahun 2020 hingga 2023 (0 kasus) mulai muncul sebanyak 3 kasus pada tahun 2024;
kenaikan ini bukan semata-mata diartikan sebagai lonjakan tindak pidana, melainkan
sebagai refleksi perubahan metodologi pelaporan yang kini mengikutsertakan kasus
dalam tahap Prapenyidikan, menandakan adanya peningkatan kapasitas dan fokus
yang lebih serius dalam menindaklanjuti indikasi tindak pidana keimigrasian sejak dini.
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1.2. Potensi dan Permasalahan
1.2.1. Potensi
A. Potensi di Bidang Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian
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1.

Terbentuknya Unit Kerja Keimigrasian (UKK)

Mengingat luasnya cakupan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari
serta tingginya potensi dan volume permintaan layanan keimigrasian,
dibutuhkan langkah strategis untuk mengimplementasikan kebijakan
pelayanan publik yang lebih dekat dan merata. Oleh karena itu, diusulkan
pembentukan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di daerah-daerah potensial,
dengan menetapkan Kabupaten Kolaka sebagai prioritas utama. Justifikasi
penetapan Kolaka sebagai fokus didukung data statistik yang menunjukkan
bahwa kabupaten tersebut menempati peringkat kedua dalam jumlah
permohonan layanan Paspor, tepat di bawah Kota Kendari, menegaskan
urgensi untuk menghadirkan kehadiran layanan secara permanen di lokasi
tersebut.

Pembentukan UKK ini didasarkan pada pertimbangan utama berupa efisiensi
waktu dan biaya bagi masyarakat. Saat ini, warga Kabupaten Kolaka harus
menempuh perjalanan rata-rata 4 hingga 5 jam menuju Kantor Imigrasi di Kota
Kendari. Kehadiran UKK akan secara signifikan menghemat waktu dan
mengurangi beban biaya transportasi pemohon, sehingga meningkatkan
aksesibilitas pelayanan publik secara keseluruhan. Dengan demikian, UKK
tidak hanya mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan
memastikan layanan keimigrasian tersedia secara merata, tetapi juga
diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan mendorong
pertumbuhan potensi ekonomi di wilayah tersebut.

Potensi Program Desa Binaan sebagai Early Warning System dalam Upaya
Pencegahan Pelanggaran Hukum Keimigrasian

Program Desa Binaan berfungsi sebagai sistem peringatan dini (Early Warning
System) yang krusial dalam pencegahan pelanggaran hukum keimigrasian.
Inisiatif ini memberdayakan aparat desa dan masyarakat sebagai jaringan
intelijen komunitas, memfasilitasi diseminasi informasi preventif dan pelaporan
dini aktivitas mencurigakan WNA atau penyalahgunaan dokumen WNI.
Dengan demikian, Program Desa Binaan memastikan bahwa indikasi
pelanggaran dapat dideteksi di tingkat akar rumput, mendukung upaya Imigrasi
dalam memutus rantai pelanggaran hukum sebelum kasus berkembang lebih
lanjut, sekaligus meningkatkan keamanan wilayah dari aspek keimigrasian.
Komitmen Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari pada strategi preventif ini
ditegaskan melalui Penghargaan sebagai Unit Kerja dengan Desa Binaan
terbanyak, di mana saat ini telah dibentuk 50 Desa Binaan. Jumlah jaringan
yang masif ini menunjukkan keberhasilan dalam memperluas jangkauan
pengawasan dan menambah jumlah titik kontak early warning yang potensial.
Keberhasilan ekspansi ini adalah investasi strategis yang menunjukkan bahwa
Kantor Imigrasi Kendari tidak hanya mengandalkan penindakan hukum (TAK
dan Projustitia) tetapi juga secara proaktif membangun fondasi kesadaran
hukum masyarakat sebagai mitigasi risiko utama pelanggaran di wilayah
kerjanya.
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B. Potensi di Bidang Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Keimigrasian

1.

Sarana dan Prasarana

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan perluasan fungsi pelayanan
Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari telah memicu tingginya kepadatan
operasional dan aktivitas harian yang signifikan, yang memerlukan solusi
infrastruktur segera guna memastikan efektivitas tugas dan fungsi. Oleh karena
itu, demi menunjang aktivitas yang semakin padat dan mempertahankan
standar kualitas pelayanan publik, perluasan atau renovasi gedung kantor
merupakan langkah strategis yang esensial. Hal ini bertujuan untuk
menyediakan sarana dan prasarana kantor yang memadai dan proporsional
dengan peningkatan kapasitas organisasi, sehingga lingkungan kerja dan
pelayanan dapat berjalan optimal.

2. Pengembangan Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari menjadi Kantor Imigrasi

Kelas | Khusus TPI Kendari

Peningkatan status Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari menjadi Kantor
Imigrasi Kelas | Khusus TPl Kendari merupakan tuntutan pengembangan
kelembagaan yang didasarkan pada signifikansi volume pelayanan,
kompleksitas penegakan hukum, dan peran strategis regional. Kinerja kantor
ini telah melampaui batas klasifikasi saat ini, ditunjukkan oleh realisasi PNBP
yang superior—melampaui target hingga lebih dari 140% selama dua tahun
berturut-turut—dan tingginya volume permintaan layanan Paspor. Selain itu,
kompleksitas tugas pengawasan dan penindakan tercermin dari tingginya
kasus Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan inisiasi penanganan
kasus Projustitia, di tengah luasnya wilayah kerja. Pengembangan status ini
akan secara fundamental memperkuat struktur organisasi, meningkatkan
kewenangan, dan menyediakan sumber daya yang proporsional untuk
mengelola lonjakan aktivitas, memastikan tata kelola keimigrasian yang efektif,
serta mendukung investasi dan keamanan regional yang lebih baik.

1.2.2. Permasalahan

A. Permasalahan di Bidang Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian

1.

Minimnya pengetahuan Masyarakat terkait Layanan Keimigrasian

e Minimnya pengetahuan masyarakat terkait penggunaan Aplikasi M-Paspor
merupakan tantangan utama yang menghambat efektivitas layanan digital,
di mana masalah ini berakar dari rendahnya literasi digital di beberapa
kelompok usia dan wilayah, kurangnya akses internet yang stabil, serta
ketidakjelasan sosialisasi dan panduan teknis yang tidak menjangkau
semua kalangan, yang pada akhirnya memicu ketidakpercayaan terhadap
keamanan data, tingginya tingkat kesalahan dalam pengajuan dokumen,
dan menyebabkan masyarakat tetap memilih datang langsung ke kantor
imigrasi, sehingga tujuan utama digitalisasi untuk mengurangi antrean
menjadi tidak tercapai optimal.
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2. Wilayah Kerja yang luas, menjadi kurang Optimal dalam Pelayanan maupun

Penegakan Hukum

o Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari yang sangat luas,
meliputi satu kota dan delapan kabupaten , menjadi kendala utama yang
menghambat optimalisasi fungsi pelayanan dan penegakan hukum.
Luasnya cakupan geografis ini secara operasional menciptakan risiko
residu berupa jauhnya jarak dan waktu tempuh yang signifikan bagi
masyarakat, meskipun telah diupayakan mitigasi melalui kegiatan
pelayanan luar kantor seperti IKENI LAPAK. Selain itu, wilayah kerja yang
luas tersebut juga menyebabkan kurang optimalnya fungsi pengawasan
terhadap orang asing, khususnya karena pengawasan harus diterapkan di
wilayah yang tersebar luas.

B. Permasalahan di Bidang Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas dan
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Fungsi Keimigrasian
1. Distribusi Pangkat yang Tidak Ideal (Non-Piramida)

Dari data pegawai Kantor Imigrasi Kelas | TPI Kendari diketahui bahwa jumlah
pangkat Golongan Il (Pengatur) sejumlah 45 Pegawai, Golongan Il (Penata)
sejumlah 57 Pegawai, dan Golongan IV (Pembina) sejumlah 1 orang Pegawai
jika disimulasikan sebagai berikut:

Golongan IV 1

Golongan lll

Goloongan II

Sumber: Data Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari

Data kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari menunjukkan
distribusi pangkat yang sangat tidak ideal dan cenderung gemuk di
bagian tengah (Golongan Ill), bukan berbentuk piramida yang
seharusnya melebar di bagian dasar.

. Kapasitas Kantor kurang optimal efek bertambahnya jumlah pegawai

dan peningkatan Fasiltas dan jumlah Pelayanan Keimigrasian
peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan perluasan fungsi
pelayanan—seperti inovasi IKENI—telah memicu tingginya kepadatan
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operasional dan aktivitas harian yang signifikan. Kenaikan beban kerja
dan jumlah pegawai ini telah menyebabkan kapasitas kantor menjadi
kurang optimal dan tidak lagi proporsional, yang pada gilirannya
mengancam efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi inti serta
berpotensi menurunkan standar kualitas pelayanan publik yang telah
dicapai. Oleh karena itu, langkah strategis yang esensial adalah
perluasan atau renovasi gedung kantor guna menyediakan sarana dan
prasarana yang memadai dan proporsional untuk menunjang aktivitas
yang semakin padat dan kompleks.

1.2.3. Peluang dan Tantangan
A. Peluang

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari memiliki wilayah kerja yang mencakup 8
Kabupaten dan 1 Kota. Wilayah kerja yang luas ini mencakup daerah industrial
pertambangan seperti PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan OSS (Obsidian
Stainless Steel), serta beberapa perusahaan besar lain yang sedang dalam tahap
pembangunan.

Masuknya investasi besar, seperti contoh di atas, jelas memberikan peluang yang
sangat besar bagi daerah Sulawesi Tenggara dan juga bagi Kantor Imigrasi Kelas |
TPI Kendari. Hal ini tercermin dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang
signifikan yang dihasilkan Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari, terutama dari sektor
Izin Tinggal. Peningkatan PNBP ini tentunya merupakan efek langsung dari aktivitas
investasi dan operasional perusahaan industri yang beroperasi di wilayah kerja
tersebut.

Keadaan ini menjadi dasar kuat bagi Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari untuk naik
kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas | TPl Khusus Kendari. Peningkatan kelas ini
tidak hanya melambangkan lonjakan kemajuan bagi wilayah Sulawesi Tenggara,
tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri dalam memberikan pelayanan, yang
pada gilirannya akan menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan
modalnya di Sulawesi Tenggara.

Selain itu, rencana Pemerintah Sulawesi Tenggara untuk mengadakan
penerbangan internasional (misalnya, Kendari-Tiongkok atau sebaliknya) akan
memberikan legitimasi tambahan dan menjadi faktor penentu utama untuk kenaikan
kelas Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari.

Selain indikator PNBP yang tinggi, kenaikan kelas ini sangat mendesak mengingat
peningkatan kompleksitas layanan dan beban pengawasan seiring melonjaknya
jumlah WNA di sektor pertambangan. Kantor Imigrasi Kelas Khusus akan memiliki
struktur organisasi yang lebih besar dan sumber daya yang memadai untuk
menjalankan fungsi pengawasan (Intelijien dan Penindakan) secara efektif di
wilayah industrial yang luas, sekaligus mampu menyediakan layanan keimigrasian
yang terspesialisasi bagi investor asing, mendukung inisiatif Ease of Doing
Business. Lebih lanjut, realisasi penerbangan internasional akan menjadikan
Bandara Halu Oleo sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) berstandar global,
memosisikan Kantor Imigrasi Kendari sebagai Pintu Gerbang Ekonomi Indonesia
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Timur dan menjamin kesiapan institusi dalam mendukung status Sulawesi Tenggara
sebagai Hub Industri Nikel Global. Dukungan ini akan menjamin citra positif
pemerintah dan memberikan jaminan pelayanan terbaik bagi modal asing.

B. Tantangan
Tantangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kualitas Layanan

Rasio Pengawasan vs. Jumlah WNA: Keterbatasan jumlah personel
pengawasan dibandingkan dengan lonjakan drastis jumlah WNA, terutama
yang bekerja di area terpencil atau kompleksitas tinggi seperti VDNI dan OSS.
Hal ini menghambat intensitas pengawasan dan penindakan.

Kompetensi Bahasa dan Teknis: Kebutuhan akan peningkatan kompetensi
bahasa asing (terutama Mandarin, mengingat asal investor utama) dan
pemahaman teknis terkait investasi dan regulasi ketenagakerjaan untuk
memberikan pelayanan yang akurat dan efisien.

Risiko Integritas: Peningkatan investasi besar dan pergerakan WNA
berpotensi meningkatkan risiko praktik penyimpangan (pungli/korupsi).
Diperlukan pengawasan internal yang ketat dan sistem integritas yang kokoh.

Tantangan Logistik dan Geografis

Aksesibilitas Wilayah Kerja: Wilayah kerja yang mencakup 8 Kabupaten dan
1 Kota dengan jarak antar daerah yang jauh dan kondisi medan yang
menantang (area pertambangan/pulau-pulau terpencil) mempersulit mobilisasi
tim pengawasan dan pelayanan jemput bola.

Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Kebutuhan mendesak untuk
meningkatkan sarana dan prasarana kantor, terutama kendaraan operasional,
peralatan pengawasan (surveillance), dan teknologi IT yang mendukung
layanan skala besar dan internasional.

Infrastruktur Komunikasi di Lokasi Industri: Tantangan dalam memastikan
ketersediaan jaringan komunikasi yang stabil dan aman untuk menjalankan
fungsi pengawasan dan pelaporan di lokasi-lokasi industri yang jauh dari pusat
kota.

Tantangan Kelembagaan dan Regulasi
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Koordinasi Lintas Sektoral: Kompleksitas dalam berkoordinasi dengan
stakeholders utama, seperti Pemerintah Daerah, Dinas Tenaga Kerja,
Kepolisian, dan terutama manajemen perusahaan-perusahaan besar
(VDNI/OSS), terkait data WNA, perizinan, dan penanganan kasus pelanggaran.
Dinamika Regulasi Investasi: Imigrasi harus cepat beradaptasi dengan
perubahan regulasi pemerintah terkait investasi dan kemudahan berusaha,
yang terkadang menuntut penyesuaian prosedur layanan yang cepat dan tepat.
Isu Penerbangan Internasional: Jika penerbangan Kendari-Tiongkok
terealisasi, tantangannya adalah kesiapan fisik dan sistem di Bandara Halu
Oleo dalam waktu singkat untuk berfungsi sebagai TPl resmi, termasuk
ketersediaan gate Imigrasi, perangkat keras/lunak, dan personel yang
beroperasi 24/7.
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BAB I
VISI, MiISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO
KANTOR IMIGRASI KELAS | TPI KENDARI

Visi didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai sebagai akhir dari proses perencanaan
dan pelaksanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Visi adalah Visi
Kementerian/Lembaga yang menjabarkan Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana
dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai keadaan
yang diinginkan pada akhir periode perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi
Kementerian/ Lembaga tersebut. Dari visi tersebut diturunkan menjadi Misi
Kementerian/Lembaga yakni rumusan umum mengenai upaya-upaya untuk mewujudkan
Visi. Sedangkan Tujuan adalah penjabaran atas Visi dalam rangka mencapai sasaran
program prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

2.1. Visi dan Misi
21.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia
Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
disusun agar selaras dengan visi tersebut, yakni: “Terwujudnya Penegakan Hukum
dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas,
Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju
Indonesia Emas 2045.”

Sebagai unit Eselon | di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,
Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban visi yang sama. Begitu pula Kantor Imigrasi
Kelas | TPl Kendari sebagai satuan kerja di lingkungan Ditjen Imigrasi, yang turut
menjalankan dan mendukung pencapaian visi Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan.

Pemaknaan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bagi Direktorat
Jenderal Imigrasi dan satuan kerja imigrasi adalah dalam pelaksanaan penegakan
hukum dan pelayanan keimigrasian dibutuhkan proses yang transparan dan
berkeadilan. Transparan berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan
serta penyampaian informasi. Transparansi akan membentuk pola pemerintahan yang
baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Transparansi juga dapat
menjamin kepastian hukum yang adil, dan terstandarisasi; serta mewujudkan birokrasi
yang sesuai dengan prinsip good governance. Berkeadilan artinya memberikan
perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum, baik dalam konteks
memberikan pelayanan sesuai regulasi yang berlaku dan penegakan hukum.

Selanjutnya visi tersebut juga mencerminkan kebutuhan
terimplementasikannya sistem yang modern dan pelayanan yang humanis. Modern
mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang
terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, namun berdampak. Penegakan
dan pelayanan hukum yang humanis Adalah sesuai dengan aturan yang berlaku;
transparan dalam sistem, data dan informasi - terkait kebijakan, proses hingga hasil;
menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan; serta berupaya menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk
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pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan dengan membangun sinergitas
antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi sehingga terjalin
sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi
keimigrasian dan pemasyarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai
transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi
lintas sektor dan internasional..

Nilai-nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Selaras dengan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terdapat
peran serta nilai-nilai utama Kementerian yang wajib dipedomani satuan kerja dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari dalam rangka mewujudkan pelayanan
dan penegakan hukum yang berintegritas, berkeadilan, serta Mendukung Keamanan
Nasional yang Tangguh. Adapun terdapat 2 (dua) peran imigrasi yakni sebagai
pelindung (penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia),
serta pembimbing (membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang
dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia.)

Disamping peran yang diemban imigrasi, terdapat nilai-nilai utama yang juga
menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja di satuan kerja keimigrasian
dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan
dalam singkatan PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel)

Misi

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029
memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi
asta cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi asta
cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8
Prioritas Nasional (PN) mencakup:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian

bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau,
dan ekonomi biru.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam
negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
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8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan dan telah disepakati dengan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta
Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendukung
secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi
Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat
reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan
pemberantasan korupsi dan narkoba.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diejawantahkan melalui asta cita tersebut,
maka kemudian diturunkan 2 (dua) Misi Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan
kerja keimigrasian yang juga selaras dengan misi Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan. Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Misi 1. Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan
pemasyarakatan yang berintegritas dan berkeadilan.

2. Misi 2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan
pemasyarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian
dan Pemasyarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

Misi pertama sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi
Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1
dalam konteks keimigrasian adalah satuan kerja harus menjalankan seluruh fungsi
keimigrasian secara profesional, transparan, serta bebas dari penyalahgunaan
wewenang. Pelayanan kepada masyarakat wajib diberikan sesuai peraturan dan
prosedur yang berlaku, akuntabel, serta menjunjung prinsip keadilan dan kepastian
hukum (tidak diskriminatif). Dalam penegakan hukum, satuan kerja dituntut untuk
melakukan pengawasan orang asing, tindakan administratif, serta proses
penegakan hukum lainnya secara objektif dan proporsional sesuai ketentuan yang
berlaku.

2. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan
Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi kedua sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik,
hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi
dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 adalah terkait upaya mengembangkan
penyelenggaraan layanan dan penegakan hukum yang berbasis teknologi, efisien,
dan responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan Masyarakat, serta kemudaha
berusaha. Satuan kerja dituntut meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan
berkelanjutan, penerapan standar operasional yang jelas, serta penggunaan
sistem informasi yang terintegrasi guna mempercepat proses kerja dan
meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, setiap pegawai wajib
menegakkan nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahapan
pelayanan maupun pengawasan.
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Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung
penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, serta penyelenggaraan birokrasi yang
modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

2.2. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang
akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga satuan kerja imigrasi juga selaras
dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi
yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maka tujuan yang
akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada periode 2025 — 2029
sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang

keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan
negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki Indikator Kinerja Tujuan

1. Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan
Pemasyarakatan.
2. Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasiandan pemasyarakatan yang

modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan
peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan
adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, yang memiliki Indikator Kinerja
Tujuan 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

2.3. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan adalah hasii yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka
pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan. Sasaran
Kegiatan merupakan turunan dari Sasaran Strategis pada level Kementerian/Lembaga dan
Sasaran Program pada level Unit Eselon |. Sasaran Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit
Eselon Il, Kanwil Ditjenim, serta UPT Imigrasi di wilayah.

Sebelum sampai pada Sasaran Kegiatan Satuan Kerja Imigrasi di Wilayah, penting bagi satker
untuk memahami apakah Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan
apakah Sasaran Program Direktorat Jenderal Imigrasi. Perlu dipahami bahwa Sasaran
Kegiatan di wilayah berkontribusi untuk tercapainya Sasaran Program dan Sasaran Strategis.

Sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan
Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang memiliki Indikator Indeks Penegakan
Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.

2. Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan
Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien yang memiliki Indikator Indeks
RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pada Level Direktorat Jenderal Imigrasi, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diturunkan menjadi 2 (dua) Program

yakni:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
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2. Program Dukungan Manajemen
Kedua Program tersebut memiliki Sasaran Program beserta Indikator sebagai berikut:
1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

1) Sasaran Program 1. Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian Direktorat
Jenderal Imigrasi dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian

2) Sasaran Program 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian dengan
Indikator Kinerja Program (IKP) : Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian

2. Program Dukungan Manajemen

1) Sasaran Program 1. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Direktorat Jenderal Imigrasi, dengan Indikator Indeks Kinerja Dukungan Manajemen

Pada Level satuan kerja di wilayah, Sasaran Program diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan,

yakni :

1. Sasaran Kegiatan 1: Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan,
dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

2. Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dengan
indikator Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah; serta

3. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup
Kewilayahan dengan indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi
Birokrasi di Lingkup kewilayahan, dan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi
terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

2.4. Manajemen Risiko

Dalam peraturan terbaru mengenai Rencana Strategis K/L, terdapat ketentuan bahwa
identifikasi manajemen risiko menjadi salah satu unsur pembeda dalam penyusunan Renstra
K/L 2025-2029 dibanding periode sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden
Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja K/L, yang mengatur
bahwa identifikasi risiko beserta langkah perlakuannya merupakan bagian integral dari
mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra maupun Rencana Kerja K/L.

Pada Permenimipas Nomor 11 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenimipas 2025-2029
teridentifikasi beberapa risiko terhadap Sasaran Strategis K/L yang menghambat peningkatan
kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian, diantaranya: Penurunan
Penerimaan PNBP Keimigrasian karena Situasi Global dan Nasional, Terganggunya
Keandalan dan Keamanan Sistem Teknologi dan Informasi (Tl), Modus baru TPPO dan
TPPM, serta dalam hal fasilitatif yang menghambat optimalnya pelaksanaan tusi yakni
Tingginya Gap Kompetensi Pegawai dengan Kompetensi yang Dibutuhkan di Bidang
Keimigrasian

Sementara identifikasi risiko level sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan yang menghambat upaya- upaya untuk meningkatkan Tata Kelola
Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien;
teridentifikasi diantaranya: Pelayanan Tidak Transparan dan Infrastruktur terkait RB tidak
tersedia Tepat Waktu, keterbatasan anggaran, serta tidak terbentuknya lembaga
pendidikan Imigrasi
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Pada Renstra Ditjenim teridentifikasi beberapa risiko yang dapat menghambat tercapainya
Target Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjenim antara lain : Lemahnya efektivitas
penegakan hukum keimigrasian, Keterbatasan kapasitas intelijen dan pengawasan
keimigrasian, Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian,
Penurunan permohonan layanan visa, izin tinggal, dan dokumen perjalanan; dan
Gangguan sistem teknologi informasi keimigrasian

Dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode
Renstra 2025-2029, Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari juga menyusun matriks manajemen
risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja
yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen
Imigrasi.
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pelayanan dan
penegakan hukum
keimigrasian di wilayah

Layanan Keimigrasian

No Strategi/ Program/ Sasaran Indikator Kinerja Permasalahan
1 2 3 4 5
1 |Penyelenggaraan fungsi |Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas|Indeks Kepuasan
pengkoordinasian, dan fungsi keimigrasian di wilayah Masyarakat terhadap

Terdapat Potensi gangguan pada aplikasi antrian paspor

Minimnya pengetahuan Masyarakat terkait penggunaan aplikasi M- Paspor

Terdapat potensi gangguan pada sistem dan jaringan Border
Control Management (Pengecekan Cekal)

Tidak terdapat Clear Area Imigrasi untuk kru dan penumpang
dalam proses pemeriksaan keimigrasian

Terdapat Potensi Pegawai Yang Memberikan Kemudahan
Administrasi dalam Proses Pengurusan Paspor

Terdapat potensi gangguan kelancaran pelaksanaan Kegiatan IKENI
LAPAK

Masih kurangnya pengetahuan tentang pentingnya informasi layanan
keimigrasian bagi masyarakat

Terdapat pengaduan masyarakat yang belum di jawab sehingga
berpengaruh terhadap indeks Kepuasaan masyarakat
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Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana tentang

informasi Keimigrasian yang memadai sebagai wadah informasi bagi
masyarakat

Indeks Kepuasaan
Internal di Wilayah

No Strategi/ Program/ Sasaran Indikator Kinerja Permasalahan
Kegiatan

1 2 3 4

Indeks Pengamanan
Keimigrasian di Wilayah
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No

Indikator Kinerja

Permasalahan

Risiko

Penyebab

Dampak

Pernyataan

Pemilik

Uraian

Sumber

C/ucC

Uraian

Pihak yang Terkena

Pengendalian Intern yang Ada

Sisa Risiko

Kriteria Risiko

2

Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
Layanan Keimigrasian

3

4

5

6

7

9

10

1

12

1. Memberikan informasi adanya gangguan
Terdapat Potensi gangguan pada |Terdapat Potensi Gangguan Server pada direktorat Aplikasi M-Paspor tidak dapat Direktorat Jendral apllka§| M-P.aspor. kepada masyarakat Terdapat Potensi gangguan Resiko
aplikasi antrian paspor gangguan pada aplikasi e el Jendral Imigrasi Tl uc diakses oleh pemohon Imigrasi melalui media sosial pada aplikasi antrian paspor Operasional
antrian paspor 2. melakukan konfirmasi kepada direktorat
jendral imigrasi
1. Adanya help desk yang mengakomodir
pemohon yang tidak mendapatkan antrian
permohonan pembuatan paspor
Minimnya pengetahuan Minimnya pengetahuan Kurangnya pemahaman Adanya potensi joki dalam 2 dakan Sosialisasi Pad Minimnya pengetahuan
Masyarakat terkait penggunaan Masyarakat terkait . : Pengguna layanan dalam enggunaan aplikasi, Pemohon : 3 LA SRR PR Masyarakat terkait y
ant yar pengg Y at— Kasi Lantaskim 99 yanan aal Eksternal uc |Penggunaan ap Kementerian Masyarakat tentang Penggunaan Aplikasi 4 art Resiko
plikasi M-Paspor penggunaan aplikasi M- menggunakan aplikasi M-Paspor salah pilih jenis permohonan penggunaan aplikasi M- Operasional
Paspor M-Paspor Paspor

S51|Page



Kantor Imigrasi Kelas | TPI Kendari

No Risiko Penyebab Dampak
Indikator Kinerja Permasalahan Pengendalian Intern yang Ada Sisa Risiko Kriteria Risiko
Pernyataan Pemilik Uraian Sumber |C/UC Uraian Pihak yang Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13
Sistem dan jaringan BCM sering Pengecekan jaringan perlintasan di TPI
Terdapat potensi tidak Jaringan yang kurang stabil meng:lamt; gtangguan sehingga sec'a;a berkala untuk dilakukan Terdapat potensi tidak
: menghambat proses maintenance
Terdapat potensi gangguan pada dapat melakukan dan tidak terdapatnya server, Ay SR . dapat melakukan
: o pengecekan cekal secara sehingga proses pengecekan lembuat Laporan kejadian kepada pengecekan cekal
sistem dan jaringan Border ki kal Kasi Lantaski hi k Ekst I uc Zan R GERAD melakul’()anj K teri M _b tL kejadian kepad k kal Resik
il N ER el langsung terhadap orang asi Lantaskim | perlintasan sering mengalami SCll pengecekan’:::ekal <ecara NIt pimpinan secara langsung o e;sslioonal
(Pengecekan Cekal) yang melintas melalui TPI gangguan [ k| Pimpinan meneruskan informasi kepada |t€rhadap orang yang E
Imigrasi Kendari Direktorat Jenderal Imigrasi terkait melintas melalui TPI
Imigrasi Kendari
gangguan server
Terdapat potensi
pelakia‘r;aan Tidak terdapat area khusus yang Pemeriksaan keimigrasian tidak Melakukan pemeriksaan terhadap Terdapat potensi
pemekriksaan " } p : . . :
Tidak terdapat Clear Area Imigrasi keimigrasian yang tidak d|fung§|kan sebfag‘al korﬂer berjala_n sesuai SOP dan . Kantor Imigrasi Kelas | pemegang (?okumen perjalanan d|. pelaksa.naan Resiko
il 4 G RERuTEERs| QElERT ! Y pemeriksaan keimigrasian pemeriksaan dokumen perjalanan TPI Kendari landasan/ di alat angkut dan selanjutnya  |pemekriksaan Grerasienel
P PRI CEIE sesuai dengan Standar Kasi Lantaskim Eksternal uc ; indai imiarasi ; P
proses pemeriksaan keimigrasian X terhadap kru dan penumpang kurang optimal melakukan pemindaian dokumen keimigrasian yang tidak
Operasional Prosedur pesawat non reguler perjalanan di kantor TPI sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur
Menyediakan papan informasi biaya resmi
Rendahnya pemahaman di lokasi layanan; T
A . masyarakat mengenai tarif resmi Menurunnya kepercayaan Meningkatkan sistem pengawasan dan terulang terjadi jika
[Terdapat potensi gangguan Terdapat potensi adanya (PNBP) serta Budaya masyarakat masyarakat terhadap pelayanan ; ; il .

) : ; : : ) o o e pengaduan melalui media sosial; pengawasan tidak tegas | . :
pelaksanaan Kegiatan IKENI pungutan liar atau biaya di Kasi Lantaskim |yang menginginkan layanan Intelnal C imigrasi, serta Kerugian finansial Kantor Imigrasi Kelas | . . tau sanksi tidak Risiko Reputasi
LAPAK luar ketentuan lcepat/jalur khusus dapat bagi pemohon karena membayar di [TPI Kendari dan Mengedukasi masyarakat tentang tarif .

resmi imigrasi; diberlakukan secara
menyebabkan pembayaran luar ketentuan. Masyarakat konsisten
melebihi dana yang harus dibayar Menerapkan sanksi tegas terhadap pelaku ’
pungli.
Kurangnya Soisalisasi dan Media Citra negatif pelayanan Kantor Imigrasi Kelas | |Penyampaian Informasi Keimigrasian
Masih kurangnya pengetahuan Adanya potensi Infgrma& ‘tentang pelayanan Keimigrasian di Kar"ntor Imigrasi TPI Kendari melalui Mgdla elektron.|kfian sarana Adanya potensi
tentang pentingnya informasi pemanfaatan Jasa Pihak Keimigrasian Kelas | TPI Kendari penyampaian Informasi di Kantor pemanfaatan Jasa Pihak
layanan keimigrasian bagi ketiga (calo) dalam . Imigrasil Kelas I TPl Kendari ketiga (calo) dalam . .
masyarakat kepengurusan pelayanan Kasi TIKIM Internal C kepengurusan Risiko Reputasi
Keimigrasian pelayanan Keimigrasian
Kurangnya pengetahuan petugas Citra buruk pelayanan Internalisasi peraturan Keimigrasian
Terdapat pengaduan masyarakat [Adanya potensi terjadinya dalam pemberian informasi Internal C Keimigrasian kepada petugas teknis Keimigrasian Adanya potensi
yang belum di jawab sehingga Complaint dari pemohon Kasi TIKIM Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas | terjadinya Complaint Risiko Reputasi
aerpengaruh terhadas s JeE el g S Kurangnya koordinasi antar seksi Terlambatnya respon terhadap TPI Kendari Rapat evaluasi antar seksi terkait dengan ia'f' p.emolhon SRR
HPLEREEN MERIEIEIEN dalam penanganan pengaduan Internal c pengaduan masyarakat pembahasan pengaduan masyarakat Sugrasian

masyarakat
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No Risiko Penyebab Dampak
Indikator Kinerja Permasalahan Pengendalian Intern yang Ada Sisa Risiko Kriteria Risiko
Pernyataan Pemilik Uraian Sumber |C/UC Uraian Pihak yang Terkena
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 1" 12 13
Belum optimalnya pemanfaatan Kantor Imigrasi Kelas |
sarana dan prasarana tentang Terkendalanya pemberian Kurangnya sumber daya Masyarakat kurang mendapatkan TPI Kendari Terkendalanya pemberian
informasilKeimigrasianiyang layanan pada pemohon Kasi TIKIM _|manusia yang mengelola media Internal ¢ [informasi layanan keimigrasian di Dy e layanan pada pemohon Risiko
.memada.l seb‘agal wadah jasa Keimigrasian informasi di Kantor Imigrasi Kantor Imigasi Kelas | TPI Kendari Pegawai di seksi TiKIM jasa Keimigrasian onensionsl
informasi bagi masyarakat Kelas | TP Jakarta Timur 9 P
Indeks Kepuasaan
2 Internal di Wilayah

Kondisi BMN pada aplikasi simak |Terdapat potensi kondisi
bmn tidak sesuai dengan kondisi

; BMN pada aplikasi simak
fisik

BMN tidak sesuai dengan
kondisi fisik

Kasubag TU

Tidak dilakukan pengecekan
fisik BMN secara berkala

Internal

Terdapat BMN yang tidak
berfungsi dengan baik sehingga
menghambat pekerjaan

Kantor Imigrasi Kelas |
TPl Kendari

Melakukan inventarisasi BMN secara rutin
dan mengupdate kondisi barang pada
aplikasi simak BMN

Terdapat potensi kondisi

BMN pada aplikasi

simak  BMN tidak
sesuai dengan
kondisi fisik

Risiko
Operasional
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Risiko Penyebab Dampak
No Indikator Kinerja Permasalahan Pernyataan Pemilik Uraian Sumber c/uC Uraian Pihak yang Terkena Pengendalian Intern yang Ada Sisa Risiko Kriteria Risiko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
3 |Indeks Pengamanan

Keimigrasian di Wilayah

54|Page




Rencana Strategis 2025-2029

No Sisa Risiko Kemungkinan Dampak Tingkat Risiko Profil Risiko
Uraian Nilai Alasan Uraian Nilai
1 2 3 4 5 6 7=4x6
Dalam 1 tahun pasti terjadi potensi
1 Terdapat potensi gangguan kesisteman pada proses Pasti 5 |9angguan kesisteman pada Kementerian 5 25
permohonan layanan WNA layanan permohonan WNA
Dalam 1 tahun hampir pasti terjadi
Terdapat potensi keluhan pemohon tentang waktu potensi keluhan pemohon tentang Kantor Imigrasi Kelas | TPI
2 penyelesaian permohonan alih status izin tinggal Hampir Pasti 4 waktu penyelesaian permohonan Kendari 2 8
keimigrasian alih status izin tinggal keimigrasian
Dalam 1 tahun hampir pasti terjadi
3 Terdapat potensi suap dan gratifikasi pada layanan izin Hampir Pasti 4 |Suap dan .gr.atifik.asi layanan izin Direktorat Jendral Imigrasi 5 20 Tinggi
tinggal keimigrasian tinggal keimigrasian
3 |Karena sudah dilakukan vaksinasi Kantor Imigrasi Kelas | TPI
4 Pelayanan Pembuatan Paspor Tidak Optimal Moderat pada petugas dan masyarakat Kendari 2 6
Trend keterjadian gangguan ada
5 Terdapat Potensi gangguan pada aplikasi antrian paspor Pasti 5 |tiap tahunnya dan sistem antrian di Direktorat Jendral Imigrasi 4 20 Tinggi
pegang langsung oleh direktorat
Minimnya pengetahuan Masyarakat terkait penggunaan Karena kemampuan masyarakat
aplikasi M-Paspor Pasti dalam menggunakan teknologi
informasi belum merata ) ) )
6 5 Direktorat Jendral Imigrasi 5 25
Terdapat potensi tidak dapat melakukan pengecekan Karena dalam tahun 2020 terdapat
7 cekal secara langsung terhadap orang yang melintas melalui Hampir Pasti 4 |2 kali kejadian gangguan server Kementerian 2 8
TPI Imigrasi Kendari
Terdapat potensi pelaksanaan pemekriksaan keimigrasian Karena sampai saat ini tidak Kantor Imigrasi Kelas | TPI
8 yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pasti 5 |terdapat cleararea imigrasi Kendari 2 10
Adanya potensi pemanfaatan Jasa Pihak ketiga (calo) dalam Dalam 1 tahun hampir pasti terdapat Kantor Imigrasi Kelas | TPI
9 kepengurusan pelayanan Keimigrasian Hampir Pasti 4 |pemanfaatan jasa pihak ketiga (calo) Kendari 2 8
dalam kepengurusan pelayanan
keimigrasian
Adanya potensi terjadinya Complaint dari pemohon Jasa Dalam 1 tahun hampir pasti terjadi Kantor Imigrasi Kelas | TPI
10 Keimigrasian Hampir Pasti 4 |komplain dari pemohon jasa Kendari 2 8
keimigrasian
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Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari

No Sisa Risiko Kemungkinan Dampak Tingkat Risiko Profil Risiko
Uraian Nilai Alasan Uraian Nilai
1 2 3 4 5 6 7=4x6
Terkendalanya pemberian layanan pada pemohon jasa Dalam 1 tahun hampir pasti Kantor Imigrasi Kelas | TPI
11 Keimigrasian Hampir Pasti 4 terdapat kendala pemberian Kendari 2 8
layanan kepada pemohon jasa
keimigrasian
Terdapat potensi pegawai yang tidak disiplin dalam menaati Dalam 1 tahun pasti terdapat
12 jam kerja Pasti 5 pegawai yang tidak disiplin jam Pegawai 1 5
kerja
Terdapat potensi penyerapan anggaran tidak sesuai dengan Dalam 1 tahun masih terdapat
13 disbursement plan Moderat 3 potensi penyerapan tidak Kementerian 5 15 Sedang
maksimal
Dalam 1 tahun hampir pasti terjadi
14 Terdapat potensi kondisi BMN pada aplikasi simak BMN tidak Hampir Pasti 4 keti_dak_cqcokan data antara Kantor Imigrasi Kelas | TPI 2 8
sesuai dengan kondisi fisik aplikasi simak BMN dengan Kendari
kondisi fisik
Terdapat potensi terjadinya suap dan/ atau gratifikasi pada Dikarenakan fungsi kontrol yang
15 Pelayanan dan Pemeriksaan Keimigrasian terhadap WNA Hampir Pasti 4 terbatas di lapangan/diluar Direktorat Jendral Imigrasi 4 16
dan WNI. kantor dalam
rangka pengawasan
Terdapat potensi tindakan pengawasan mandiri yang tidak adanya honorarium Kantor Imigrasi Kelas | TPI
16 dilakukan anggota tim pora mengatasnamakan intansi Moderat 3 kepada anggota Timpora per Kendari 2 6
Imigrasi dan tidak memberikan pelaporan kegiatan bulan
Terdapat potensi adanya pungutan liar atau biaya di luar . . Lingkup pengawasarl yang Kantor Imigrasi Kelas | TPI
17 . Hampir Pasti rencah karena kegiatan . 2 10
ketentuan pada kegiatan IKENI LAPAK . . . Kendari
dilaksanakan jauh dari kantor
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No Sisa Risiko Tingkat Risiko Prioritas Toleransi Indikator Risiko
Risiko Risiko Indikasi Batas Aman
1 2 6 7
Minimnya pengetahuan Masyarakat terkait penggunaan Tingkat pemahaman Pengguna layanan
1 aplikasi M-Paspor dalam menggunakan aplikasi M-Paspor 15
Terdapat potensi gangguan kesisteman pada proses
o [permohonan layanan WNA Persentase kejadian SIMKIM Ver 2 15
yang dapat diakses
Terdapat Potensi gangguan pada aplikasi antrian paspor
3 Persentase gangguan pada aplikasi 12
antrian paspor
Terdapat potensi suap dan gratifikasi pada layanan izin
4 |tinggal keimigrasian Persentase tingkat integritas petugas
layanan yang tinggi
Terdapat potensi terjadinya suap dan/ atau gratifikasi pada Persentase tingkat integritas petugas
5 Pelayanan dan Pemeriksaan Keimigrasian terhadap WNA layanan yang tinggi dalam Pelayanan
dan WNI. dan Pemeriksaan Keimigrasian
Terdapat potensi penyerapan anggaran tidak sesuai Persentase Potensi Penyerapan
6 dengan disbursement plan Anggaran tidak sesuai dengan
disbursement plan
Terdapat potensi pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan
7 |yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Keimigrasian tidak sesuai dengan SOP
8 Terdapat potensi adanya pungutan liar atau biaya di Persentase Pelaksanaan pungutan

luar ketentuan pada kegiatan IKENI LAPAK
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Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari

No Sisa Risiko Tingkat Risiko| Prioritas |Toleransi Risiko Indikator Risiko
Risiko
Indikasi Batas Aman
1 2 3 4 5 6 7

Terdapat potensi keluhan pemohon tentang waktu
g |penyelesaian permohonan alih status izin tinggal
keimigrasian

Persentase keluhan pemohon tentang waktu penyelesaian
permohonan alih status izin tinggal keimigrasian

Terdapat potensi tidak dapat melakukan pengecekan
10 |cekal secara langsung terhadap orang yang melintas
melalui TPI Imigrasi Kendari

Persentase pengecekan cekal secara langsung terhadap orang
yang melintas melalui TPI Imigrasi Kendari

Adanya potensi pemanfaatan Jasa Pihak ketiga
11 |(calo)dalam kepengurusan pelayanan Keimigrasian

Persentase pemanfaatan Jasa Pihak ketiga (calo) dalam
kepengurusan pelayanan Keimigrasian

12 |Terkendalanya pemberian layanan pada pemohon Persentase Integritas petugas dalam pelayanan dan

jasa Keimigrasian pemeriksaan keimigrasian

13 |Adanya potensi terjadinya Complaint dari pemohon Persentase terjadinya Complaint dari pemohon Jasa

Jasa Keimigrasian Keimigrasian

14 |Terkendalanya pemberian layanan pada pemohon Persentase Terkendalanya pemberian layanan pada pemohon

jasa Keimigrasian jasa Keimigrasian

15 |Terdapat potensi kondisi BMN pada aplikasi simak Persentase kondisi BMN pada aplikasi simak BMN tidak sesuai

BMN tidak sesuai dengan kondisi fisik dengan kondisi fisik

16 |Pelayanan Pembuatan Paspor Tidak Optimal PersentasePelayanan Pembuatan Paspor Tidak Optimal

Terdapat potensi tindakan pengawasan mandiri yang
17 |dilakukan anggota tim pora mengatasnamakan
intansi Imigrasi dan tidak memberikan pelaporan

Persentase tindakan pengawasan mandiri yang dilakukan
anggota tim pora mengatasnamakan intansi Imigrasi dan tidak
memberikan pelaporan kegiatan

kegiatan

18 |Terdapat potensi pegawai yang tidak disiplin dalam Persentase pegawai yang tidak disiplin dalam menaati jam kerja

menaati jam kerja
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No Kegiatan pengendalian Indikator Pengendalian Indikator Risiko Resiko Keterangan
Output Target Realisasi % Risiko Batas Aman Realisasi % Residu
1 2 3 4 5 6=(5/4)x100 7 8 9 10=(9/8)x100 11 12
Kegiatan lkeni Lapak di 8 Jauhnya jarak dan waktu
Melaksanakan Kegiatan IKENI | Kabuten dan 1 Kota Madya 12 1 8,3 tempuh dari Kabupaten ke 15 5 33,3
1 LAPAK di Wilayah Kerja Kantor Kantor Imigrasi Kelas | TPI
Kendari
Pengantaran paspor Pengantaran paspor yang
Melaksanakan Kegiatan IKENI kepada pemohon yang terlambat terhadap
SAPA beralamat dalam kota 12 5 41,7 pemohon pada layanan 15 4 26,7
2 Kendari lapak dan eazy passport
Booth layanan paspor Data Kelompok rentan tidak
Melaksanakan Layanan IKENI khusus untuk kelompok segera terinput karena
SALTO rentan seperti diasbilitas, 12 5 41,7 tidak menghubungi terlebih 15 5 33,3
3 ibu hamil, dan balita dahulu kantor imigrasi
Belum adanya kanal
Pelaporan dan pemantauan pelaporan informasi
Melakukan pengawasan keberadaan orang asing keberadaan orang asing
penerapan Aplikasi SI oleh hotel dan penginapan 12 5 41,7 yang userfriendly dan 15 3 20,0
4 LANGSING yang wilayah kerja yang luas
tersebar di wilayah kerja menyebabkan kurang
kantor imigrasi Kendari optimalnya fungsi
pengawasan
Memberi manfaat bagi Keterbatasan dana karena
Melaksanakan Kegiatan IKENI | warga sekitar yang kurang dana yang digunakan
BERKAH mampu dan menumbuhkan 12 5 41,7 berasal dari sumbangan 15 5 33,3
5 jiwa kepedulian dan sifat sukarela yang diedarkan
religius kepada seluruh pegawai
Tingginya minat
Layanan pembuatan paspor permohonan paspor secara
6 | Melaksanakan kegiatan IKENI | Yang menyasar kelompok 12 5 41,7 k0|e_kt|f bagi instansi 15 5 33,3
LATO pemohon paspor pada pemerintah, perkantoran,
dalam Kota Kendari atau komunitas

59|Page




Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari

No Kegiatan pengendalian Indikator Pengendalian Indikator Risiko Resiko Keterangan
Residu
Output Target Realisasi % Risiko Batas Aman Realisasi %
1 2 3 4 5 6=(5/4)x100 7 8 9 10=(9/8)x100 11 12
Layanan pembuatan paspor pemohon yang tidak dapat
yang menyasar pemohon melakukan pengambilan
7 Melaksanakan layanan yang membutuhkan layanan 1 5 417 biometrik karena kondisi 15 5 333
IKENI YANTI emergency karena akan ’ Kesehatan ’
berobat ke luar negeri
Aplikasi E-office Internal Kurang efisien dan efektif
Kantor Imigrasi Kendari dalam proses permintaan
Penerapan Aplikasi S| Untuk Membantu Kontrol barang sediaan serta
g MANTU (Sistem Informasi Penggunaa.n Barang Dan " s a7 Kurangnya transparansi 15 s 333
Manajemen Layanan Tata Ketersedian Barang, ’ dalam pengelolaan !
Usaha) transparansi dalam anggaran
pengelolaan anggaran
laporan pemberian Tingkat pemahaman
9 Melakukan SosialisasiM- |  informasi melalui media 2 1 50 Pengguna layanan dalam 15 4 26,67
Paspor sosial menggunakan aplikasi M-
Paspor
Melakukan koordinasi laporan monev Persentase kejadian
10 dengan Ditsistik penyelesaian persetujuan 12 1 8,33 SIMKIM Ver 2 yang dapat 15 4 26,67
izin diakses
Melakukan koordinasi Persentase gangguan pada
11 dengan Ditsistik laporan kegiatan 1 1 100 aplikasi antrian paspor 12 3 25
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tidak sesuai dengan SOP

No Kegiatan pengendalian Indikator Pengendalian Indikator Risiko Resiko Keterangan
Residu
Output Target Realisasi % Risiko Batas Aman Realisasi %
1 2 3 4 5 6=(5/4)x100 7 8 9 10=(9/8)x100 11 12
Membuat laporan dokumen laporan gangguan Persentase tingkat
12 |kejadian kepada M-Paspor 2 1 50 integritas petugas layanan 3 30
direktorat jendral yang tinggi
imigrasi
Persentase tingkat integritas
memberikan informasi laporan pemberian petugas layanan yang tinggi
13 melalui media sosial dan informasi melalui media ) 1 50 dalam Pelayanan dan 2 25
sarpras terkait cara sosial Pemeriksaan Keimigrasian
penggunaan aplikasi M-
Paspor
membuat pengajuan
kepada Direktorat Jenderal dokumen pengajuan Persentase Potensi
14 | 'migrasi untukmelakukan | permintaan maintenance 2 1 50 Penyerapan Anggaran tidak 3 30
maintenance sebagai jaringan secara berkala sesuai dengan
tindakan preventif sebelum disbursement plan
kejadian
Meningkatkan koordinasi Persentase Pelaksanaan
dengan Kanwil laporan koordinasi 1 1 100 Pemeriksaan Keimigrasian 2 40
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No Kegiatan pengendalian Indikator Pengendalian Indikator Risiko Resiko Keterangan
Output Target Realisasi % Risiko Batas Aman | Realisasi % Residu
1 2 3 4 5 6=(5/4)x100 7 8 9 10=(9/8)x100 11 12
Sosialisasi aktif oleh
petugas, banner .
dipasang di lokasi Transp'a'ran5| penga.dl'Jan,.
strategis, serta supervisi, serta partisipasi
i survei, yang dapat
pema!n'faatan media laporan kegiatan 12 6 50 . y g dap 2 40
digital untuk dikendalikan dengan
16 | pemberitahuan jumlah sosialisasi dan
PNBP pada saat pendampingan aktif.
kegiatan IKENI LAPAK
berlangsung
Dokumen Laporan Kegiatan Persentase keluhan
Pendekatan non-Formal ke Non-formal ke seluruh pemohon tentang waktu
17 Selu“_m anggo.ta dan anggota dan menciptakan penyelesaian permohonan
T:;;I:):?k::n“;agll:: lingkup kekeluargaan dalam 12 1 8,33 alih status izin tinggal 1 25
g bekerja keimigrasian
bekerja
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No Indikator Risiko Opsi Kegiatan Indikator Jadwal | Penanggung| Cadangan Catatan
Penanganan Pengendalian Pengendalian Jawab Risiko
Indikasi Batas Output Target
Aman
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jauhnya jarak dan waktu tempuh Mengurangi kemungkinan | Melaksanakan [Kegiatan lkeni Lapak di 8 Kasubsi
1 |dari Kabupaten ke Kantor Imigrasi 15 terjadinya risiko Kegiatan IKENI Kabuten dan 1 Kota 12 Bulanan | Dokumen
Kelas | TPl Kendari LAPAK Madya di Wilayah Perjalanan
Kerja Kantor
Pengantaran paspor yang Mengurangi kemungkinan | Melaksanakan | Pengantaran paspor Kasubsi
2 terlambat terhadap pemohon 15 terjadinya risiko Kegiatan IKENI kepada pemohonyang| 12 | Bulanan | Dokumen
pada layanan lapak dan eazy SAPA beralamat dalam kota Perjalanan
passport Kendari
Data Kelompok rentan tidak Mengurangi kemungkinan Booth layanan paspor Kasubsi
3 segera terinput karena tidak 15 terjadinya risiko Melaksanakan | khusus untuk kelompok 12 | Bulanan | Dokumen
menghubungi terlebih dahulu Layanan IKENI rentan seperti Perjalanan
kantor imigrasi diasbilitas, ibu hamil,
SALTO .
dan balita
Belum adanya kanal pelaporan Pelaporan dan
informasi keberadaan orang Mengurangi kemungkinan |Melakukan pemantauan
a asing yang userfriendly dan 15 terjadinya risiko pengawasan keberadaan orang asing 12 | Bulanan Kasubsi
wilayah kerja yang luas penerapan oleh hotel dan Intelijen
menyebabkan kurang Aplikasi SI penginapan yang
optimalnya fungsi pengawasan LANGSING tersebar di wilayah kerja
kantor imigrasi Kendari
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No Indikator Risiko Opsi Kegiatan Indikator Jadwal [ Penanggung | Cadangan Catatan
Penanganan Pengendalian Pengendalian Jawab Risiko
Indikasi Batas Output Target
Aman
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Keterbatasan dana karena dana Memberi manfaat bagi
yang digunakan berasal dari Mengurangi kemungkinan | Melaksanakan warga sekitar yang Kaur
5 sumbangan sukarela yang 15 | terjadinyarisiko Kegiatan IKENI kurang mampu dan 12 | Bulanan | Kepegawai
diedarkan kepada seluruh menumbuhkan jiwa an
. BERKAH . .
pegawai kepedulian dan sifat
religius
Tingginya minat permohonan Mengurangi kemungkinan Layanan pembuatan Kasubsi
6 paspor secara kolektif bagi 15 terjadinya risiko Melaksanakan | Ppasporyang menyasar 12 | Bulanan | Dokumen
instansi pemerintah, kegiatan IKENI kelompok pemohon Perjalanan
perkantoran, atau paspor pada dalam
LATO .
komunitas Kota Kendari
pemohon yang tidak dapat Mengurangi kemungkinan Layanan pembuatan Kasubsi
melakukan pengambilan terjadinya risiko Melaksanakan | Paspor yang menyasar Dokumen
7 biometrik karena kondisi 15 layanan IKENI pemohon yang 12 Bulanan Perjalanan
Kesehatan membutuhkan layanan
YANTI
emergency karena akan
berobat ke luar negeri
Kurang efisien dan efektif Aplikasi E-office Internal
dalam proses permintaan Mengurangi kemungkinan | Penerapan Kantor Imigrasi 12
8 barang sediaan serta 15 terjadinya risiko Aplikasi Sl Kendari Untuk Bulanan | Kaur Umum
Kurangnya transparansi dalam MANTU Membantu Kontrol
pengelolaan anggaran (Sistem Penggunaan Barang
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No Indikator Risiko Opsi Kegiatan Indikator Jadwal [ Penanggung | Cadangan Catatan
Penanganan Pengendalian Pengendalian Jawab Risiko
Batas Output Target
Aman
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Informasi Dan Ketersedian
Manajemen Barang, transparansi
Layanan Tata dalam pengelolaan
Usaha) anggaran
Tingkat pemahaman Pengguna Mengurangi kemungkinan Kasubsi
9 layanan dalam menggunakan 15 terjadinya risiko Melakukan laporan pemberian 2 Semester] Dokumen
aplikasi M-Paspor Sosialisasi M- informasi melalui Perjalanan
Paspor media sosial
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No Indikator Risiko Opsi Kegiatan Indikator Pengendalian adwal Penanggung | Cadangan |Catatan
Penanganan Pengendalian Jawab Risiko
Indikasi Batas Output Target
Aman
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Persentase gangguan pada Mengurangi Melakukan Kasubsi Izin
10 aplikasi antrian 12 kemungkinan terjadinya koordinasi dengan| laporan kegiatan 1 | Tahunan Tinggal
paspor risiko Ditsistik
Mengurangi kemungkinan | Membuat laporan Kasubsi
11 | Persentase tingkat integritas terjadinya risiko kejadian kepada dokumen laporan 2 | Semester| Dokumen
petugas layanan yang direktorat jendral | gangguan M-Paspor Perjalanan
tinggi imigrasi
Penggunaan
12 Banner nomor
kontak pengaduan,
Persentasi tingkat kepercayaan . kegiatan berbasis o .
Mengurangi . Survey tinggi IKM/IPK Kasubsi
masyarakat terhadap pelayanan . o DIPA, supervisi . -
. . . kemungkinan terjadinya . terkait Kegiatan IKENI'| 12 |Bulanan| Dokumen
imigrasi pada saat kegiatan L Kanwil Ditjenim, .
risiko LAPAK Perjalanan
IKENI LAPAK dan
penyebarluasan
barcode survey
IKM/IPK
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No Indikator Risiko Opsi Kegiatan Indikator Pengendalian adwal Penanggung | Cadangan |Catatan
Penanganan Pengendalian Jawab Risiko
Indikasi Batas Output Target
Aman
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Memberikan
Persentase tingkat integritas Mengurangi kemungkinan | informasi melalui | |aporan pemberian Kasubsi
13 petugas layanan yang tinggi terjadinya risiko mediasosialdan | . o i 2 | Semester| Dokumen
dalam Pelayanan dan sarpras terkait cara . . Perjalanan
media sosial
Pemeriksaan Keimigrasian penggunaan
aplikasi M- Paspor
Membuat
pengajuan
14 Persentase Potensi Penyerapan Mengurangi kemungkinan | kepada Direktorat | dokumen pengajuan Kasubsi
Anggaran tidak sesuai dengan terjadinya risiko Jenderal Imigrasi permintaan 2 | Semester|pemeriksaan
disbursement plan untuk melakukan [ maintenance jaringan o
. Keimigrasian
maintenance secara berkala
sebagai tindakan
preventif sebelum
kejadian
Mengurangi Meningkatkan
Persentase Pelaksanaan . - L
kemungkinan terjadinya koordinasi dengan Kaur
Pemeriksaan Keimigrasian tidak - . laporan koordinasi 1 Minggu
15 risiko Kanwil Keuangan

sesuai dengan SOP
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No Indikator Risiko Opsi Kegiatan Indikator Pengendalian adwal Penanggung | Cadangan |Catatan
Penanganan Pengendalian lawab Risiko
Indikasi Batas Output Target
Aman
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Pendekatan non-
Formal ke seluruh Dokumen Laporan
Persentase keluhan pemohon . anggota dan Kegiatan Non-formal ke
. Mengurangi .
tentang waktu penyelesaian . o menciptakan seluruh anggota dan
16 ] o kemungkinan terjadinya . . . Kasubsi
permohonan alih status izin Hisiko lingkup menciptakan lingkup | 12 | Perbulan nteli
isi
tinggal keimigrasian kekeluargaan kekeluargaan dalam ntelyen
dalam bekerja bekerja
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BAB llI
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja
3.1.1. Informasi Kinerja

Target kinerja pada (Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari) merupakan target atas sasaran
kegiatan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan menjadi tanggung jawab
kepala satuan kerja untuk mencapainya. Setiap capaian target kinerja kegiatan di wilayah
berkontribusi langsung terhadap keberhasilan capaian kinerja Program di tingkat Direktorat
Jenderal Imigrasi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat tiga sasaran kegiatan di
wilayah, yaitu: (1) Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, (2)
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dan (3) Meningkatnya Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan.

Untuk Sasaran Kegiatan 1, indikator yang digunakan adalah Indeks Penegakan Hukum
Keimigrasian di Wilayah, yang dibentuk oleh enam komponen: tingkat penanganan penegakan
hukum (pro justisia atau tindakan administratif keimigrasian), persentase pengawasan
keimigrasian, persentase produk intelijen yang ditindaklanjuti, ketepatan waktu penyelesaian
tindak lanjut intelijen, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui
Desa Binaan, serta indeks keamanan dan pencegahan ancaman keimigrasian di wilayah.

Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah, yang
terdiri dari dua komponen utama: kualitas layanan dokumen perjalanan serta kualitas layanan
izin tinggal dan status keimigrasian. Sementara itu, Sasaran Kegiatan 3 menggunakan
indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan
Kesekretariatan, yang merupakan gabungan dari delapan parameter meliputi: kompleksitas
persyaratan, kejelasan informasi, kemudahan prosedur, ketepatan waktu layanan, kesesuaian
layanan dengan kebutuhan, respons terhadap pengaduan dan masukan, respons dalam
menangani kendala saat memberikan layanan, serta kualitas sarana dan prasarana layanan.
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Di bawah ini disampaikan Matriks Target Kinerja Level Kegiatan (Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari) periode 2025-2029 yang telah ditetapkan
oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai acuan capaian kinerja satuan kerja di wilayah.

Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Target Kinerja

No. Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Lokasi Penanggungjawab
Kinerja Kegiatan 2026 2027 2028 2029

Direktorat Jenderal Imigrasi _

Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan

NS Pemasyarakatan

3,45 3,52 3,57 3,63 3,68

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

IKP 1.1 Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian 3,77 3,80 3,82 3,84 3,87

6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum
Keimigrasian di Wilayah

. . . . . - Kepala Kantor Wilayah
SK. 9 Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 9.1 Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah 90,80 91,53 92,02 92,52 93,01
IKP 2.1 Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian 3,73 3,76 3,78 3,81 3,83

6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum
Keimigrasian di Wilayah

. . . . . . Kepala Kantor Wilayah
SK. 8 Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 8.1 Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah 91,00 92,20 93,40 94,00 95,20
IKSS 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 90,38 90,38 91,38 92,38 93,38

Program Dukungan Manajemen
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Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Target Kinerja

Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Lokasi | Penanggungjawab
Kinerja Kegiatan 2026 2027 2028

IKP 4.1 Indeks Kinerja Dukungan Manajemen 3,76 3,76 3,77 3,77 3,78

6163 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah

Kepala Kantor Wilayah

SK. 13 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan | Wilayah et UET Tiifeyee]

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup

KK 131 kewilayahan

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan

IKK13.2 | Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

3,51 3,52 3,53 3,54 3,55
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Renstra Satuan kerja tidak terdapat arah kebijakan dan strategi; dimana hal tersebut bersifat
strategis dan hanya dirumuskan dan disusun oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
serta Direktorat Jenderal Imigrasi; maka satuan kerja hanya melaksanakan strategi-strategi
yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kegiatan teknis atau inovasi kegiatan
teknis yang tidak menyimpang jauh dari strategi tersebut; serta berkontribusi untuk pencapaian
target kinerja kegiatan sebagaimana pada matriks. Adapun proyeksi inovasi pelayanan dan
penegakan hukum; maupun yang bersifat dukungan manajemen dalam 5 tahun mendatang
(2025-2029) dijabarkan sebagai berikut.

1. Inovasi terkait pelayanan :

e Pemanfaatan Lebih Lanjut terkait IKENI LAPAK
IKENI LAPAK adalah inovasi layanan paspor bergerak (mobile) yang dirancang untuk
mengatasi masalah jauhnya jarak dan waktu tempuh bagi pemohon di luar Kota
Kendari ke kantor imigrasi. Kedepannya IKENI LAPAK di harapkan lebih banyak
menyasar ke Masyarakat dan dapat di perluas jangkaunnya hingga ke pelosak daerah
bukan hanya di Ibukota Kabupaten.

2. Inovasi terkait penegakan hukum :

¢ Pemanfaatan Lebih Lanjut terkait S| LANGSING
S| LANGSING merupakan Sistem Informasi Pelaporan Orang Asing Mandiri yang
dikembangkan secara manual oleh Imigrasi Kendari. Inovasi ini ditujukan kepada WNA
yang menginap di hotel atau penginapan setempat dengan tujuan mempermudah
proses pengawasan Orang Asing di wilayah kerja Kanim Kendari. Kedepan Sl
LANGSING di targetkan lebih banyak menyasar pihak hotel/penginapan dan agar
tingkat keptuhan pemilik Hotel/Penginapan meningkat dalam hal pelaporan Orang
Asing
3. Inovasi terkait dukungan manajemen :

e Pemanfaatan Lebih Lanjut terkait S| MANTU
SI MANTU merupakan Aplikasi E-office Internal Kantor Imigrasi Kendari yang berfungsi
sebagai kontrol terhadap penggunaan dan ketersediaan barang serta meningkatkan
transparansi dalam pengelolaan anggaran. Kedepanya aplikasi S| MANTU lebih akan
termanfaatkan dan akan diharapakan seluruh keperluan mengenai Tata Usaha dapat
di akses.

Selanjutnya, pada tingkat satuan kerja yang berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan
keimigrasian, disusun matriks proyeksi Rincian Output (RO) untuk lima tahun ke depan
berdasarkan postur anggaran yang tersedia. Proyeksi target RO ini menjadi dasar penting
untuk menilai kemampuan satker dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memastikan
konsistensi capaian dari tahun ke tahun, serta mengidentifikasi kebutuhan anggaran yang
diperlukan. Dengan adanya proyeksi ini, satuan kerja dapat merencanakan pelaksanaan
kegiatan secara lebih terarah, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan
oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
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Target RO

2027

2028

2029

BAA. Pelayanan
Publik kepada
Masyarakat

BAA.001. Layanan
Penerbitan Dokumen
PerjalananRl
(Orang)

24000

17.000

30.000

33000

36300

BAA.002. Layanan
Penerbitan Izin Tinggal
(Orang)

48000

10.000

18.000

20000

25000

BHB. Operasi
Bidang keamanan

BHB.U11-U13.
Operasi Intelijen
Keimigrasian di
Wilayah
Barat/Tengah/Timur
(Operasi)

50

17

57

60

65

QHB.UO02. Operasi
Mandiri di Wilayah
(Operasi)

Prioritas Nasional

68

40

45

50

BHB.U14-U16.
Operasi Gabungan di
Wilayah
Barat/Tengah/Timur
(Operasi)

BHB.U17-U19.
Penyidikan Tindak
Pidana Keimigrasian di
Wilayah
Barat/Tengah/Timur
(Operasi)

BHB.UO05.
Pengawasan
Pengungsi
(Operasi)

BIF. Pengawasan
dan Pengendalian
Layanan

BIF.U01 Pemeriksaan
Keimigrasian Non
Reguler

(Layanan)

11

80

85

90
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Target RO

BKA. Pemantauan
masyarakat dan
kelompok
masyarakat

BKA.001. Pengawasan
Keimigrasian
(Orang)

2025

2026

22

2027

80

2028

80

80

BKA.002
Pembentukan dan
Pembinaan Desa
Binaan Imigrasi
(Kelompok
Masyarakat)

BIB. Pengawasan
dan Pengendalian
Masyarakat

BIB.001. Tindakan
Administratif
Keimigrasian
(Orang)

15

20

15

20

25

QIB.002. Pemeriksaan
Keimigrasian di
TPI(Orang)Prioritas
Nasional

6000

1500

2000

2500

3000

BIB.004. Pengamanan
Deteni
(Orang)

EBD. Layanan
Manajemen Kinerja
Internal

EBD.001. Pembinaan
dan Koordinasi Bidang
Layanan Keimigrasian
(Laporan)

EBA. Layanan
Dukungan
Manajemen
Internal

EBD.002. Pembinaan
dan Koordinasi Bidang
Intelijen, Penegakan
Hukum dan
Kepatuhan Internal
Keimigrasian
(Laporan)

EBA.962. Layanan
Umum
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Target RO

2026 2027 2028

EBA.963. Layanan

Data dan Informasi 1 1 1 1 1
EBA.994. Layanan
Perkantoran 1 1 1 1 1
EBB. Layanan EBB.951. Sarana
Layanan Sarana Internal 107 164 282 100 120
Internal dan EBB.971. Prasarana
Prasarana Internal | |nternal 3 2 0 0
EBC. Layanan EBC.954. Layanan
Manajemen SDM Manajemen SDM
Internal 1 1 1 1 1

EBD.001. Koordinasi
dan Konsultasi
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Anggaran 1 1 1 1

EBD. Layanan
Manajemen Kinerja
Internal
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3.2.

Kerangka Pendanaan

Pendanaan

BAA.
Pelayanan
Publik
kepada
Masyarakat

BAA.001. Layanan
Penerbitan
Dokumen
Perjalanan RI
(Orang)

Rp1.402.882.000

Rp914.039.000

Rp1.613.010.000

Rp1.774.311.000

Rp1.951.742.100

BAA.002. Layanan
Penerbitan Izin
Tinggal

(Orang)

Rp1.353.320.000

Rp1.062.350.000

Rp1.912.230.000

Rp
2.124.700.000

Rp
2.655.875.000

'BHB.
Operasi
Bidang
keamanan

BHB.U11-U13.
Operasi Intelijen
Keimigrasian di
Wilayah
Barat/Tengah/Timur
(Operasi)

Rp1.051.200.000

Rp714.000.000

Rp2.394.000.000

Rp2.520.000.000

Rp2.730.000.000

QHB.UO02. Operasi
Mandiri di Wilayah
(Operasi)

Prioritas Nasional

Rp1.811.600.000

Rp283.367.000

Rp1.619.240.000

Rp1.821.645.000

Rp2.024.050.000

BHB.U14-U16.
Operasi Gabungan
di Wilayah
Barat/Tengah/Timur
(Operasi)

Rp213.200.000

Rp90.600.000

Rp181.200.000

Rp181.200.000

Rp181.200.000

BHB.U17-U19.
Penyidikan Tindak
Pidana
Keimigrasian di
Wilayah
Barat/Tengah/Timur
(Operasi)

Rp144.888.000

Rp
79.700.000

Rp
79.700.000

Rp
79.700.000

Rp
79.700.000

BHB.UO05.
Pengawasan
Pengungsi
(Operasi)

Rp0

BIF.
Pengawasan
dan
Pengendalian
Layanan

BIF.UO1
Pemeriksaan
Keimigrasian Non
Reguler
(Layanan)

Rp0

Rp
171.732.000

Rp
1.248.960.000

Rp
1.327.020.000

Rp
1.405.080.000

BKA.
Pemantauan
masyarakat
dan
kelompok
masyarakat

BKA.001.
Pengawasan
Keimigrasian
(Orang)

Rp0

Rp295.884.000

Rp1.075.941.840

Rp1.075.941.840

Rp1.075.941.840

BKA.002
Pembentukan dan
Pembinaan Desa
Binaan Imigrasi

Rp0

Rp319.790.000

Rp639.580.000

Rp639.580.000

Rp639.580.000
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Pendanaan

2027

(Kelompok
Masyarakat)

BIB.001. Tindakan
Administratif

EBA.963. Layanan
Data dan Informasi

Rp804.285.000

Rp875.084.000

Rp875.084.000

Rp875.084.000

Keimigrasian
(Orang) Rp246.952.000 | Rp411.424.000 Rp308.568.000 Rp411.424.000 Rp514.280.000
BIB. QIB.002.
Pengawasan Pemeriksaan
dan Keimigrasian di
Pengendalian | TPI(Orang)Prioritas
Masyarakat Nasional Rp1.478.307.000 | Rp1.533.308.000 Rp2.044.410.000 Rp2.555.512.500 Rp3.066.615.000
BIB.004.
Pengamanan
Deteni
(Orang) Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
EBD.001.
Pembinaan dan
Koordinasi Bidang
Layanan
Keimigrasian
EBD. (Laporan) Rp0 Rp0O Rp0 Rp0 Rp0O
Layanan EBD.002.
Manajemen Pembinaan dan
Kinerja Koordinasi Bidang
Internal Intelijen,
Penegakan Hukum
dan Kepatuhan
Internal
Keimigrasian
(Laporan) Rp0 RpO Rp0 Rp0 RpO
EBA. Layanan Rp178.612.000 | Rp8.160.000 Rp8.160.000 Rp8.160.000 Rp8.160.000
Dukungan EBA.962. Layanan
Manajemen Umum Rp731.845.000 | Rp1.289.798.000 Rp1.289.798.000 Rp1.289.798.000 Rp1.289.798.000
Internal

Rp875.084.000

EBA.994. Layanan
Perkantoran

Rp6.530.371.000

Rp13.778.530.000

Rp13.778.530.000

Rp13.778.530.000

Rp13.778.530.000

EBB. Layanan

EBB.951. Sarana

Layanan Internal Rp2.929.794.000 | Rp735.815.000 Rp1.265.242.914 Rp448.667.700 Rp538.401.240
Sarana EBB.971. Prasarana

Internal dan Internal

Prasarana

Internal Rp12.900.968.000 | Rp8.600.645.334 Rp0 Rp0
EBC. EBC.954. Layanan

Layanan Manajemen SDM

Manajemen

SDM Internal Rp333.656.000 | Rp472.660.000 Rp472.660.000 Rp472.660.000 Rp472.660.000
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Pendanaan

EBD.001.

Koordinasi dan

Konsultas
EBD. Perencanaan dan
Layanan Pelaksanaan
Manajemen | Anggaran Rp576.256.000 Rp576.256.000 Rp576.256.000 Rp576.256.000
Kinerja
Internal

Rp405.180.000 | Rp18.008.000 Rp18.008.000 Rp18.008.000 Rp18.008.000

Kebutuhan anggaran dalam kerangka pendanaan Kantor Imigrasi Kelas | TPI Kendari 2025-
2029 mencakup berbagai aspek yang dapat mendukung tugas dan fungsi pengelolaan dan
pelayanan tahun-tahun mendatang. Aspek-aspek tersebut antara lain:

Tabel Proyeksi Pagu Belanja Kantor Imigrasi Kelas | TPl KendariTahun 2025-2029

Proyeksi Pagu Belanja Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari

Sumber Pendanaan

2025 2026 2027 2028 2029
Rp. Rp. Rp. Rp
PNBP Keimigrasian Rp. 14.155.301.000 | 22.781.943.00 | 23.000.000.000 | 23.200.000.000 | 23.500.000.000
0
Rp. Rp. Rp. Rp
APBN Rupiah Murni Rp. 7.639.496.000 13.778.530.00 | 14.000.000.000 16.000.000.000 18.000.000.000
0
Rp.36.560.473 | R.p37.000.000.0 | Rp.39.200.000.0 | Rp.41.500.000.0
Total Rp. 21.794.797.000 000 00 00 00
3.3. Roadmap

No Satuan

Kerja

1. | Kantor
Imigrasi
Kelas |
TPI
Kendari

Aspek

Sarana dan
Prasarana

Roadmap Kantor Imigrasi Kelas | TPI Kendari Tahun 2025 s.d. 2029

2027

a. Pemeliharan a. Renovasi a. Pemelihar
Gedung Gedung an Gedung
Bangunan Kantor Bangunan Bangunan

Kantor Kantor

b. Pemeliharaan Alat

Angkutan b. Pemeliharaan | b. Pemelihar
Bermotor Darat Alat Angkutan aan  Alat
Bermotor Angkutan
Darat Bermotor
Darat

2028

a. Pemelihar
aan Alat
Angkutan
Bermotor
Darat

a. Pe
meliharaan
Alat
Angkutan
Bermotor
Darat
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2027

2028

Barang a. Pengadaan a. Pengadaan a.Pengadaa | a.Pengadaa | a.Pengadaa
Milik Perangkat Tl dan Perangkat Tl n n n
Negara peralatan Kerja dan peralatan Perangkat Perangkat Perangkat
Dasar Kerja Dasar Tl dan Tl dan Tl dan
(BMN) dan b. Pengadaan b. Pengadaan peralatan peralatan peralatan
Perangkat Kendaraan Dinas Kendaraan Kerja Kerja Kerja
Operasiona Dinas Dasar Dasar Dasar
[ b. Pengadaa | b. Pengadaa | b.Pengadaa
n n n
Kendaraan Kendaraan Kendaraan
Dinas Dinas Dinas
Kerja Sama | a. Perjanjian Kerja a. Perjanjian a. Perjanjian | a. Perjanjian | a. Perjanjian
Sama dengan Kerja Sama Kerja Kerja Kerja
Kabupaten dengan Sama Sama Sama
Kolaka untuk di Instansi dengan dengan dengan
bentuknya Unit TNI/POLRI Instansi Instansi Instansi
Kerja dan TNI/POLRI TNI/POLRI TNI/POLRI
Keimigrasian Forkopimda dan dan dan
Lainnya Forkopimd Forkopimd Forkopimd
b. Perjanjian a Lainnya a Lainnya a Lainnya
Kerja Sama b. Perjanjian | b. Perjanjian | b. Perjanjian
dengan Kerja Kerja Kerja
Instansi Sama Sama Sama
perangkat dengan dengan dengan
daerah terkait Instansi Instansi Instansi
c. Perjanjian perangkat perangkat perangkat
Kerja Sama daerah daerah daerah
dengan terkait terkait terkait
Permtintah Perjanjian Perjanjian
Desa Terkait - Kerja Sama Kerja Sama
. c. Perjanjian
Desa Binaan Kerja dengan dengan
Sama Permtintah Permtintah
Desa Terkait | Desa Terkait
dengan . .
. Desa Binaan | Desa Binaan
Permtintah
Desa
Terkait
Desa
Binaan
Kelembaga | a. kaijan a. kaijan a.kaijan a. Proses a.
an Pembentukan Pembentukan peningkatan| ~ Usulan Peningkatan
Unit Kerja Unit Kerja Kantor peningkata | Kelas Kantor
Keimigrasian Keimigrasian di|  Imigrasi n kelas Imigrasi
Kolaka Kabupaten Kelas | Kantor Kelas | TPI
Potensial Khusus TPI|  Imigras Kendari
b. Kajian Kendari Kelas | menjadi
Pembentukan | b. Khusu TP / Kantgr
Unit Layanan Pembentuk Kendari Im;ggaSI TPI
paspor an Unit usus
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No Satuan Aspek 2028 2029
Kerja
c. Kajian Kena
Pembentukan Keimigrasia
Immigration n di
Lounge Kabupaten
Potensial
c. Pembentuk
an Unit
Layanan
paspor
d. Pembentuk
an
Immigration
Lounge
Sumber a. Capacity Building | a. Pelatihan a. Pelatihan a. Pelatihan a. Pelatihan
Daya bersam Bank Bahasa Asing Fasilitatif Fasilitatif Fasilitatif
Manusia Central Asia (Mang’arin ) dan '
Teknis Investasi |\ pejatinan | b. Pelatinan | b. Pelatihan
(Fasili tat.or Teknis Teknis Teknis
Ekonomi) untuk Keimigrasi Keimigrasi Keimigrasi
Petugas an an an
Pelayanan dan
Pengawasan
b.Pendampinga c. Pendampi | c. Pendampi | c. Pendampi
n dan Sertifikasi ”93'7 'dan ) ”93'7 'dan ) ”93'7 .dan'
Jabatan Sertifikasi Sertifikasi Sertifikasi
Fungsional Jabata'n Jabata'n Jabata'n
Tertentu (JFT) Fungsional Fungsional Fungsional
Keimigrasian Tertentu Tertentu Tertentu
(JFT) (JFT) (JFT)
¢. Latsar CPNS Keimigrasi Keimigrasi Keimigrasi
tahun 2024 an an an
Tata a. penyusunan Penerapan a. Penguatan Update Integrasi
Laksana pedoman kerja Standar Sistem Infrastruktur Artificial
Unit Kerja Pelayanan Database Digital sepeti | Intelligence
Keimigrasian Minimal (Target Server (Al)
b. Penyusunan Penyelsaian b. Penerapan
Standar Waktu Sistem Big
Operasional Pelayanan) data
Prosedur UKK
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BAB IV
MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

4.1.1. Monitoring

Monitoring akan dilaksanakan secara berkala melalui kunjungan lapangan serta
evaluasi laporan kinerja bulanan, triwulanan, dan semesteran dari seluruh seksi di
Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari. Fokus pemantauan mencakup kesesuaian
pelaksanaan program dan kegiatan dengan arah kebijakan Ditjen Imigrasi, pencapaian
target indikator kinerja, serta efektivitas penggunaan anggaran dan sumber daya.
Analisis kinerja dan serapan anggaran dilakukan tiap triwulan untuk mengidentifikasi
gap dan menentukan langkah korektif. Selain itu, rapat internal rutin diselenggarakan
untuk membahas progres, hambatan, dan tindak lanjut, sehingga pelaksanaan
program berjalan konsisten dan mendukung capaian Renstra 2025—-2029.

4.1.2. Evaluasi
Metodologi Penilaian Evaluasi
Evaluasi tidak hanya melihat angka capaian, tetapi juga faktor-faktor penyebabnya:

e Analisis Kesenjangan (Gap Analysis): Membandingkan realisasi kinerja dengan
target tahunan yang telah ditetapkan dalam matriks kinerja 2025-2029.

e Evaluasi Dampak Risiko: Menilai sejauh mana manajemen risiko yang telah
disusun (seperti potensi gangguan sistem SIMKIM atau integritas petugas)
berhasil dimitigasi sehingga tidak mengganggu layanan.

e Validasi Data Kinerja: Menggunakan data dari berbagai aplikasi internal seperti Si
MANTU untuk evaluasi dukungan manajemen dan S| LANGSING untuk evaluasi
pengawasan orang asing.

Evaluasi Berbasis Inovasi Strategis

Evaluasi dilakukan terhadap efektivitas inovasi yang diluncurkan untuk mengatasi
kendala geografis dan teknis:

e |KENI LAPAK (Layanan Paspor Antar Kota/Kabupaten): Dievaluasi berdasarkan
peningkatan jangkauan layanan ke pelosok daerah di luar ibu kota kabupaten
untuk menghemat waktu dan biaya masyarakat.

e S| LANGSING (Sistem Pelaporan Orang Asing): Dievaluasi berdasarkan tingkat
kepatuhan pemilik hotel/penginapan dalam melaporkan keberadaan WNA secara
mandiri.

e Program Desa Binaan: Dievaluasi berdasarkan jumlah informasi awal terkait
potensi pelanggaran hukum keimigrasian yang berhasil dideteksi di tingkat desa.

Evaluasi Kerangka Pendanaan dan Aset

e Efisiensi Anggaran: Menilai ketepatan penyerapan anggaran sesuai dengan
disbursement plan untuk meminimalkan sisa anggaran (Silpa).

e Optimalisasi BMN: Evaluasi terhadap pengelolaan 692 unit BMN senilai Rp38,47

Miliar, terutama pada pemeliharaan alat angkutan bermotor yang memiliki nilai
aset tertinggi (Rp9,08 Miliar) untuk menjamin mobilitas layanan.
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4.1.3.

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi (Pengendalian)

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis:

Peningkatan Status: Jika realisasi PNBP dan volume layanan terus melampaui
target secara signifikan, hasil evaluasi akan memperkuat justifikasi usulan
peningkatan kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas | Khusus TPI Kendari.
Pengembangan SDM: Jika ditemukan celah dalam kualitas layanan, maka
dilakukan capacity building atau pelatihan bahasa asing (seperti Bahasa
Mandarin) sesuai kebutuhan investasi di wilayah Sulawesi Tenggara

Pengendalian

Pengendalian merupakan tindakan korektif untuk memastikan sasaran strategis tetap
tercapai meskipun terdapat kendala di lapangan.

Tindakan Korektif Jangka Pendek: Perbaikan langsung terhadap penyimpangan
(deviasi) yang ditemukan saat monitoring, seperti percepatan kegiatan yang
terlambat atau penyesuaian serapan anggaran.

Penyesuaian Strategi: Jika evaluasi menunjukkan strategi saat ini kurang efektif,
dilakukan revisi pada pendekatan teknis atau inovasi kegiatan.

Revisi Dokumen Perencanaan: Jika terjadi perubahan kebijakan nasional yang
signifikan, lingkungan strategis, atau perubahan alokasi sumber daya, Satker dapat
melakukan revisi dokumen perencanaan sesuai mekanisme yang berlaku.
Umpan Balik Perencanaan: Seluruh hasil evaluasi wajib dijadikan masukan
utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan berikutnya.
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BAB V
PENUTUP
Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari Tahun 2025-2029
merupakan komitmen nyata dalam mewujudkan transformasi pelayanan dan penegakan
hukum keimigrasian yang berintegritas, berkeadilan, dan modern. Berdasarkan analisis
kondisi umum dan capaian periode sebelumnya, dokumen ini telah merumuskan langkah-
langkah strategis untuk menjawab tantangan geografis Sulawesi Tenggara yang luas melalui
digitalisasi dan inovasi layanan seperti IKENI LAPAK dan SI LANGSING.

Beberapa poin krusial yang menjadi fokus utama dalam lima tahun ke depan meliputi:

o Peningkatan Status Kelembagaan: Mengupayakan peningkatan kelas menjadi
Kantor Imigrasi Kelas | Khusus TPl Kendari berdasarkan signifikansi PNBP yang
superior dan kompleksitas tugas di wilayah industri strategis.

o Optimalisasi Penegakan Hukum: Memperkuat fungsi intelijen dan pengawasan,
termasuk pengembangan 50 Desa Binaan sebagai early warning system untuk
menekan angka pelanggaran hukum keimigrasian.

o Efisiensi Pelayanan: Pembentukan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di Kabupaten
Kolaka sebagai prioritas untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat di wilayah
Kolaka Raya.

o Manajemen Risiko Terintegrasi: Mengendalikan risiko-risiko utama seperti gangguan
kesisteman dan integritas petugas melalui pemantauan rutin dan penerapan nilai-nilai
PRIMA.

Arahan Pelaksanaan

Keberhasilan Renstra ini sangat bergantung pada sinergi seluruh elemen organisasi. Oleh
karena itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari menekankan hal-hal sebagai berikut:

1. Konsistensi Implementasi: Setiap unit kerja wajib menjadikan target kinerja dalam
matriks Renstra sebagai acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
tahunan dan penyerapan anggaran yang akuntabel.

2. Adaptabilitas: Mengingat dinamisnya regulasi investasi dan situasi global, seluruh
jajaran harus responsif terhadap perubahan kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi
dengan tetap menjaga kualitas layanan publik.

3. Integritas dan Profesionalisme: Penegakan hukum dan pelayanan harus
dilaksanakan dengan menjunjung tinggi transparansi tanpa adanya penyalahgunaan
wewenang, guna mempertahankan citra positif institusi.

Dokumen Renstra 2025-2029 ini diharapkan dapat menjadi kompas bagi Kantor Imigrasi Kelas
| TPl Kendari dalam mendukung visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menuju
Indonesia Emas 2045.
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LAMPIRAN | MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Sasaran Strategis /
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis /
Sasaran Program /

Indikator Kinerja
Program / Sasaran
Kegiatan / Indikator

Kinerja Kegiatan

Loka
si

2025

2026

Target Kinerja

2027 2028

2029

Alokasi

Total
Alokasi

Penanggung
NEWEL)

(1) (2 ) 4)
Direktorat Jenderal Imiarasi 9.644.357.71 | 10.960.922.4 | 12.058.598.1 | 12.997.139.2 | 13.912.788.9
. 0.598 06.234 76.459 45.046 45.122

Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang

Keimigrasian dan Pemasyarakatan

Indeks Penegakan
Hukum dan Pelayanan
Bidang Imigrasi dan
Pemasyarakatan

3,45

3,52

3,57 3,63

3,68

4.330.818.84
4.613

4.922.024.95
3.419

5.414.938.53
6.015

5.842.886.98
1.872

6.247.566.74
8.634

Proaram Peneaakan dan Pelavanan Hukum 4.330.818.84 | 4.922.024.95 | 5.414.938.53 | 5.842.886.98 | 6.247.566.74
9 9 y 4613 3.419 6.015 1.872 8.634
745.709.135.  847.506.927.  932.380.059. 1.011.443.40  1.075.747.51 '?JZ‘:I';:’:
422 496 969 6.534 2.369 . .
Imigrasi
IKP | Indeks Penegakan 377 | 380 | 382 | 384 | 387
1.1 Hukum Keimigrasian
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
Kepala
Optimal k . Kant
SK- | pikum keimigrasianai | V12 Wiayah
9 . 9 yah 3.467.840.000 | 2.194.765.000 | 6.298.229.840 | 6.729.490.840 7.244.751.840 . Y .
kewilayahan Imigrasi,
UPT Imigrasi

84 |Page




Rencana Strategis 2025-2029

a O ge AloKa

Prog 0 ota Penangqg g

° a O Aloka awab
Prog a 0 026 0 0 029 0 026 0 0 029
(1) (2) (3) (4)

Rp. Kepala
Indeks penegakan 25.953. Kantor

IKK . . . Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 077.52 | Imigrasi dan
9.1 hL.jkum keimigrasian di 90,80 | 91,53 | 92,02 | 92,52 | 93,01 3.467.840.000 | 2.194.765.000 6.298.229.840 6.729.490.840 7.244.751.840 0 Kepala
wilayah .
Seksi

Inteldakim

3.585.109.70

4.074.518.02

4.482.558.47

4.831.443.57

5.171.819.23

Direktorat

Jenderal
Imigrasi

IKP | Indeks Kualitas 373 | 376 | 378 | 381 | 3,83
2.1 Layanan Keimigrasian
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
Kepala
Meningkatnya layanan Rp. Kantor
SK. keimiarasian di Wila Rp.4.234.509. | Rp.3.509.697.0 | Rp.5.569.650 | Rp.6.454.523 Rp. 27.442. Wilavah
8 : 9 yah 000 00 .000 .500 7.674.232.100 | 611.60 . y .
kewilayahan 0 Imigrasi,
UPT Imigrasi
Indeks Kualitas Rp.
IKK . . Rp.4.234.509. | Rp.3.509.697.0 | Rp.5.569.650 | Rp.6.454.523 | Rp. 27.442.
8.1 Lgya_nan Keimigrasian 91,00 | 92,20 | 93,40 | 94,00 | 95,20 000 00 000 500 7674.232.100 | 611.60
di Wilayah 0

SS.

2

Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan

Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien
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d O ge AloKa
Prog 0 ota Penangag Q
0 d 0 Aloka awab
Prog d 0 026 0 0 029 0 026 0 0 029
(1) (2) (3) (4)
Indeks Reformasi
IKS . ) .
S Birokrasi Kementerian
21 Imigrasi dan
’ Pemasyarakatan
Proaram Dukundan Manaiemen 5.313.538.86 | 6.038.897.45 | 6.643.659.64 | 7.154.252.26 7.665.222.19
9 9 ) 5.985 2.815 0.444 3.174 6.488

SP

4

Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Direktorat Jenderal Imigrasi

5.313.538.86
5.985

6.038.897.45
2.815

6.643.659.64
0.444

7.154.252.26
3.174

7.665.222.19
6.488

Ditjen
Imigrasi

IKP | Indeks Kinerja
4.1 | Dukungan Manajemen 3,76 3,76 3,77 3,77 3,78
6163 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah
Meningkatnya Rp.30.684.27 | Rp.26.913.38 | Rp.17.496.16 | Rp.17.585.89 Rp. Kepala
SK. | pelaksanaan reformasi | Wila Rp.12.112.5 9.000 4.248 3.700 7.240 | 104.79 Kantorl)' UPT
13 birokrasi di lingkup yah 39.000 2.263.1 Imi ly'asi
kewilayahan 88 9
IKK Persentase
13, | Pelaksanaan rencana 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100% 100% 100%

aksi reformasi birokrasi

di lingkup kewilayahan
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@)

(4)

IKK
13.

Indeks kepuasan unit
kerja lingkup UPT
Imigrasi terhadap
layanan
kesekretariatan di UPT
masing-masing

3,51

3,52

3,63

3,54

3,55

3,51

3,62

3,53

3,54

3,65

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom (2) diisi dengan alokasi pendanaan pada tahun 2025-2029;

2. Kolom (3) diisi dengan total alokasi pendanaan pada tahun 2025-2029;
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LAMPIRAN Il MATRIKS MANAJEMEN RISIKO

Indikasi Risiko

Indikasi Perlakuan Risiko

Indikasi Penanggung Jawab
Risiko

Indikator Keberhasilan

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Kendari

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

1. Pelayanan

Terdapat potensi gangguan
kesisteman pada proses
permohonan layanan WNA

. Membuat Laporan

permasalahan yang terjadi
melalui aplikasi HELP DESK

. Mengumumkan kepada

Masyarakat melalui Media
Sosial atau memasang
pengumuman diruang
pelayanan mengenai
gangguan sistem yang terjadi

. Bersurat kepada Dirsistik

mengenai kendala yang
terjadi

Kepala Seksi Izin Tinggal dan
Status Keimigrasian

Tidak adanya gangguan kesisteman
pada proses permohonan layanan
WNA
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Indikasi Risiko

Indikasi Perlakuan Risiko

Indikasi Penanggung Jawab

Risiko

Rencana Strategis 2025-2029

Indikator Keberhasilan

()

(3)

(4)

(%)

Terdapat Potensi kesalahan entry
data dalam menentukan jenis
layanan permohonan oleh petugas

. Melaporkan kendala yan

terjadi melalui aplikasi HELP
DESK

Menyampaikan kepada
pemohon mengenai
permasalahan yang terjadi

Melakukan pengawasan oleh

KASI INTALTUSKIM

terhadap petugas loket agar
lebih teliti dalam pemeriksaan
dokumen

. Melakukan entry ulang jenis

permohonan

Kepala Seksi Lalulintas
Keimigrasian

Tidak adanya kesalahan entry data
dalam menentukan jenis layanan
permohonan oleh petugas

Minimnya pengetahuan
Masyarakat terkait penggunaan
aplikasi M-Paspor

. Adanya help desk yang

mengakomodir pemohon
yang tidak mendapatkan
antrian permohonan
pembuatan paspor

. Mengadakan Sosialisasi

Pada Masyarakat tentang
Penggunaan Aplikasi M-
Paspor

Kepala Seksi Lalulintas
Keimigrasian

pengetahuan Masyarakat terkait
penggunaan aplikasi M-Paspor
meningkat
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Indikasi Risiko

Indikasi Perlakuan Risiko

Indikasi Penanggung Jawab

Risiko

Indikator Keberhasilan

(1) ()

)

(4)

(®)

2. Pengamanan

Gangguan Keamanan dan
Ketertiban

Peningkatan kompetensi
petugas pengamanan;

Terdapat potensi ketidak
terbukaan informasi antara
sesama instansi yang terkait

1. Dibuat SK Tim Pora setiap
tiap tahun.

2. Dilakukan rapat koordinasi
secara berkala dan

Kepala Seksi Intelijen dan
Penindakan Keimigrasian

1. Berkurangnya jumlah gangguan
kemanan dan ketertiban;

2. Keterbukkan Informasi antar

instansi sesame instansi yang
terkait

integritas

internal yang konsisten dan
berkala

Usaha

periodik.
Program Dukungan Manajemen
3. SDM
Penyalahgunaan wewenang dan Pengendalian kepatuhan Kepala Sub Bagian Tata Meningkatnya jumlah laporan

pelanggaran integritas yang
ditindaklanjuti.
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Indikasi Risiko

Indikasi Perlakuan Risiko

Indikasi Penanggung Jawab
Risiko

Rencana Strategis 2025-2029

Indikator Keberhasilan

()

(3)

(%)

Adanya pegawai Tidak Disiplin
dalam menaati Jam Kerja

Atasan langsung selalu
memantau kehadiran dan hasil
pekerjaannya,

serta memberikan reward dan
punishment

Tidak adanya pegawai tidak disiplin
dalam menaati jam kerja

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom (1) diisi dengan nomor;

o > DN
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Kolom (2) diisi dengan Indikasi risiko masing masing Satuan Kerja yang dapat mempengaruhi pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
Kolom (3) diisi dengan indikasi perlakuan risiko (perlakuan risiko masing masing satuan kerja untuk mengantisipasi risiko);

Kolom (4) diisi dengan penanggung jawab risiko (UKE I/Kepala Kantor Wilayah/Kepala Satuan Kerja dan Jabatan Struktural yang membidangi langsung);
Kolom (5) diisi dengan indikator keberhasilan




